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Abstract:   This article is a qualitative descriptive study that 
examines South Korean and East Africa Audio-visual 
production and distribution policies and regulations. Through 
analysing the results of in-depth interviews with audio-visual 
(broadcast) policy makers, content producers, and audio 
visual business owners, this study found that South Korea 
reviewed regulations and policies that were protectionist in 
nature to more open and collaborative policies that were in 
tune with the digital broadcast environment. It recommended 
that to create successful broadcast industries, developing 
countries should review their broadcast policies and regu-
lations to be in tandem with digital and media convergence 
environment as well as give audio-visual industry prominence 
by establishing ministries that deals with broadcast related 
issues to promote locally, to produce content internationally, 
and also to source for collaboration between local and 
international producers. 
Keywords:  Creative industry, glocalization, hybridization 

Abstrak:  Artikel ini merupakan laporan studi kualitatif 
deskriptif yang mengkaji kebijakan dan regulasi produksi dan 
distribusi industri kreatif (penyiaran) Korea Selatan dan Afrika 
Timur. Dari analisis hasil wawancara dengan pembuat 
kebijakan, produsen konten, dan pemilik bisnis penyiaran, 
studi ini menemukan bahwa Korea Selatan memiliki kebijakan 
proteksionis yang lebih terbuka dan kolaboratif diselaraskan 
dengan lingkungan siaran digital. Studi ini merekomendasikan 
bahwa untuk menciptakan industri penyiaran yang sukses, 
negara-negara berkembang harus meninjau kebijakan dan 
peraturan penyiaran mereka agar sejalan dengan lingkungan 
konvergensi digital dan media serta memberikan keunggulan 
industri audio-visual (penyiaran) dengan membentuk 
kementerian yang penyiaran yang mempromosikan secara 
lokal, menghasilkan konten secara internasional, dan juga 
untuk sumber kolaborasi antara produsen lokal dan 
internasional. 
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Abstract: This article examines the study design and 
methodology applied in proselytizing science at the Faculty of 
Proselytizing (Da'wah) and Communication UIN Sunan 
Ampel Surabaya during the period 1985 to 2015. This study 
analysed the scientific works of the faculty academic staff and 
students between 1985 and 2003 through the qualitative 
methodology. The data collected by observation and 
documentation and analysed through coding, categorizing, 
and theming procedure. The study found that the 
methodology used for studying da'wah science can be 
categorized into five approaches: factor approach, system 
model or interpretive approaches or understanding the 
meaning of da'wah for individuals, communities or society, 
the developmental approach and participatory approach or 
Participatory Action Research (PAR). 

Abstrak: Artikel ini membahas tentang metodologi kajian ilmu 
dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya selama kurun waktu 1985 sampai 2015. 
Studi ini menggunakan metode kualitatif deskirptif. Karya 
akademis para dosen dan mahasiswa FDK periode 1985-2003 
sebagai sumber primer untuk dianalisis. Melalui prosedur 
analisis coding, categorising, dan theming, studi ini 
menemukan bahwa perkembangan metodologi kajian ilmu 
dakwah dapat dikategorikan menjadi lima pendekatan, yakni 
pertama, pengembangan ilmu dakwah dengan pendekatan 
faktor. Kedua, pengembangan ilmu dakwah dengan 
pendekatan sistem. Ketiga, pengembangan ilmu dakwah 
berbasis pendekatan interpretatif atau pemahaman makna 
dakwah bagi individu, komunitas atau masyarakat. Keempat, 
pendekatan developmental. Kelima, pengembangan dakwah 
berbasis pada pendekatan partisipatif atau Participatory Action 
Research (PAR). 
Kata Kunci:  Ilmu dakwah, metodologi, karya ilmiah, 
sumberdaya. 
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Pendahuluan 
Banyak perubahan dalam tahun-tahun terakhir di Fakultas Dak-

wah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Salah satu faktor-
nya adalah transformasi kelembagaan perguruan tinggi dari Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) 
Sunan Ampel yang meniscayakan terjadinya banyak perubahan2. Di 
antara implikasi yang paling jelas adalah perubahan nomenklatur fakul-
tas dari Fakultas Dakwah (FD) menjadi Fakultas Dakwah dan Komu-
nikasi (FDK), termasuk penambahan program studi3 .  

Perubahan status institusi tersebut bisa dianggap sangat signifi-
kan, sebab adanya penambahan mandat baru yang juga menyaratkan 
perubahan profil kelembagaan dan keilmuan, yaitu mengusung visi 
dan misi pengembangan ilmu komunikasi secara eksplisit, yang sebe-
lumnya ilmu komunikasi hanya dicangkokkan saja.  

Desain nomenklatur UIN yang menggabungkan dua bidang keil-
muan yang berbeda, yakni ilmu dakwah dan ilmu komunikasi, diang-
gap merupakan kewajaran. Ini karena ada beberapa titik kesamaan dan 
kedekatan antara ilmu dakwah dan ilmu komunikasi, yakni keduanya 
sama-sama sebagai applied science (ilmu terapan) yang berfungsi untuk 
menyebarkan gagasan, ide, pikiran, dan transfer perilaku kepada orang 
lain atau komunitas dan masyarakat agar mereka dapat sepaham dan 
setindakan dengan para penyebar informasi dimaksud (Farid, 1985). 

Namun demikian, dengan memasukkan nomenklatur ilmu ko-
munikasi pada fakultas dakwah, maka keberadaan ilmu komunikasi 

                                                                 
2 Transformasi tersebut berdasarkan atas PERPRES No. 65 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Status IAIN Sunan Ampel Surabaya menjadi UIN Sunan Ampel 
Surabaya. Diresmikan oleh Menteri Agama, Suryadharma Ali, pada tanggal 4 
Desember 2013. 

3 Perubahan dari IAIN ke UIN secara institusional dan akademis membawa perubahan 
dengan semakin banyaknya program studi baru dan fakultas baru. Tambahan 
fakultas baru itu ialah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Sains dan 
Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga perubahan nomenklatur 
fakultas, seperti Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Adab dan Humaniora. Jika 
pada waktu menjadi IAIN hanya terdapat sebanyak 24 program studi (2013), maka 
setelah berubah menjadi UIN maka terdapat sebanyak 43 program studi (2018).  
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sebagai bagian yang berdiri sendiri, independen dan fungsional untuk 
diajarkan kepada mahasiswa dan menjadi minat studi yang jelas. Inilah 
yang disebutbahwa keberadaan ilmu komunikasi menjadi semakin jelas 
dalam struktur kelembagaan di UIN Sunan Ampel Surabaya. 

 
Sejarah Kelembagaan 

Perkembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) yang 
terlihat hingga hari ini, tentu tidak bisa dipisahkan dari peran para 
pendiri dan pemrakarsa serta sentuhan pengembangan yang dilakukan 
oleh semua komponen fakultas baik para pimpinan, dosen, staf kepen-
didikan dan juga mahasiswa. Di antaranya Prof. Dr. Salahuddin Har-
dy, yang pernah menjabat sebagai Dekan, Ust. Abd. Mujib Manan se-
bagai dekan, Prof. Dr. Bisri Afandi, MA yang pernah menjabat sebagai 
dekan dan juga Rektor IAIN Sunan Ampel, Drs. Abdul Jabar Adlan, 
yang pernah menjabat dekan dan Rektor IAIN Sunan Ampel, Drs. 
Imam Sayuti Farid, SH., MSi yang pernah menjabat dekan, Drs. Sya-
hudi Siradj, MSi, yang selama bertahun-tahun menjadi Pembantu De-
kan Bidang Akademik, Prof. Dr. Moh. Ali Azis, Prof. Dr. Shonhaji 
Sholeh, Prof. Dr. Aswadi, MAg., Dr. Rr. Suhartini dan ke depan tentu 
ialah Dr. Abdul Halim, MA.9  
Dilihat dari perkembangannya, FDK mengalami perubahan jurusan 
dan program studi. Fakultas Dakwah berdiri pada tahun 1971 dengan 
prasasti yang ditandatangani oleh Rus’an mewakili Menteri Agama. 

                                                                 
9 Drs. Imam Sayuti Farid, SH., M.Si adalah peletak dasar pengembangan Jurusan 

Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat. Pada zamannya, sentuhan terhadap jurusan 
ini memperoleh peluang yang sangat besar. Pengembangan Jurusan Komunikasi dan 
Penyiaran Islam memperoleh momentumnya pada saat Prof. Dr. HM Ali Azis 
memimpin Fakultas Dakwah. Saya termasuk orang pertama yang menjadi Ketua 
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, yang bersama Dr. Abdul Halim 
meletakkan dasar pengembangan jurusan ini. Untuk pengembangan Jurusan 
Managemen Dakwah, saya kira nama Drs. Nadim Zuhdi, MM dan Drs. 
Abdurahman Chudori, MM perlu dicatat sebagai peletak dasar pengembangannya. 
Untuk pengembangan Prodi Sosiologi, maka nama Dr. Rr. Suhartini adalah peletak 
dasarnya, dan Prodi Psikologi, Drs. Syahudi Sirodj, MSi yang meletakkan dasarnya. 
Dua prodi ini menjadi cikal bakal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Fakultas 
Psikologi.  
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Pada waktu itu hanya ada satu jurusan, yaitu Jurusan Ilmu Dakwah. 
Setelah itu berkembang menjadi dua jurusan, yaitu Jurusan Komu-
nikasi dan Penyiaran Islam (KPI) serta Jurusan Bimbingan Penyuluhan 
Masyarakat (BPM). Lebih lanjut sekitar tahun 1980-an beberapa 
program studi baru muncul, yang lebih lanjut berkembang lagi men-
jadi empat jurusan pada tahun 1990-an, yaitu Jurusan Komunikasi dan 
Penyiaran Islam (KPI), Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Masya-
rakat (BPM), Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), dan 
Jurusan Manajemen Dakwah (MD). Nah, pasca transformasi IAIN ke 
UIN, Jurusan KPI juga bermetamorfosis menjadi  Jurusan Komunikasi 
yang menaungi dua program studi (Prodi), yakni Prodi Ilmu Komu-
nikasi dan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (Dirjen Pendis, 2013; 
Ma’ruf, 2014).  

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam mengusung konsep-
konsep ilmu komunikasi, misalnya dalam corak ilmu retorika sebagai 
praksis dakwah, jurnalistik sebagai praksis komunikasi, dan seperang-
kat keilmuan lain yang mendukung dan menjadi cabang-cabangnya. 
Jurusan Bimbingan Penyuluhan Masyarakat mengembangkan konsep-
konsep psikologis sebagai babon keilmuan untuk mendukung program 
bimbingan dan penyuluhan selain tentu saja mata kuliah bimbingan 
dan penyuluhan itu sendiri. Dengan demikian, perangkat lunaknya 
ialah psikologi dan perangkat kerasnya ialah ilmu bimbingan dan pe-
nyuluhan. Jurusan managemen dakwah mengusung konsep relasi anta-
ra ilmu dakwah dan managemen sehingga sebagai perangkat lunaknya 
ialah ilmu dakwah dan perangkat kerasnya ialah managemen. Sedang-
kan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam ialah menetapkan basis 
keilmuannya ialah ilmu dakwah dengan perangkat tehniknya ialah 
teori dan praksis pengembangan masyarakat.  

Artikel ini memfokuskan bahasan pada bagaimana pola kajian 
ilmu dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel 
Surabaya selama kurun waktu 1980 sampai 2010.  
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Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif des-

kriptif terkait dengan perkembangan metodologi kajian ilmu 
dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi dan dokumeter. Sumber data primer dalam 
studi ini yang lebih lanjut dianalisis adalah karya ilmiah para 
dosen dan mahasiswa FDK dalam kurun waktu 1985-2015. 
Dokumen skripsi yang menjadi sampel penelitian adalah 
skripsi mahasiswa FDK periode 1985-2003. Beberapa 
dokumen fakultas dan universitas serta referensi yang relevan 
dengan studi ini juga dijadikan sumber data sekunder. 
Analisis data dilakukan melalui beberapa prosedur, yakni 
coding, categorising, and theming (Creswell & Clarck, 2018)  
 
 
Realitas Perkembangan Sumberdaya Ilmu Dakwah  

Sebagai institusi yang sudah berdiri semenjak tahun 
1971 hingga kini atau selama 47 tahun, tentu ilmu dakwah 
telah mengalami berbagai macam adaptasi dan asimilasi de-
ngan berbagai macam ilmu, termasuk sumberdaya manusia 
ilmu dakwah. Pengembangan ilmu dakwah dapat dilihat 
berdasarkan realitas sebagai berikut: 

Pertama, ilmu dakwah sudah tersegmentasi ke dalam 
disiplin lain di bawahnya, seperti menagemen dakwah, ko-
munikasi dakwah, sosiologi dakwah, retorika, bimbingan pe-
nyuluhan masyarakat dan sebagainya. Dari beberapa karya 
ilmiah yang diproduksi oleh akademisi atau sarjana FDK di-
dapati realitas tersebut.13 Akibatnya, pengembang ilmu dak-
wah nyaris tidak didapatkan lagi.  
                                                                 
13Buku-buku yang dilahirkan oleh alumni Fakultas Dakwah, yang mengusung konsep 

ilmu dakwah interdisipliner misalnya Abdullah, Ilmu Dakwah, Kajian Ontologis, 
Epistemologis, Aksiologi dan Aplikasi Dakwah (Medan: Cita Pustaka Media, 2015). 
M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2006); 
Ali Nurdin, Komunikasi Magis, Fenomena Dukun di Pedesaan, (Jogyakarta: LKiS, 

Metodologi 

Temuan dan 
Pembahasan 
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Selain itu, realitas tersegmentasinya ilmu dakwah dengan ilmu 
lain bisa dilihat dari bidang keilmuan guru besar atau profesor di bi-
dang ilmu dakwah di FDK UIN Sunan Ampel. Satu-satunya guru 
besar atau profesor di bidang ilmu dakwah adalah Moh. Ali Azis. Se-
dangkan guru besar lainnya, seperti Shonhaji Soleh mengembangkan 
pendekatan keilmuan antar bidang, yaitu sosiologi dakwah, Nur Syam, 
mengembangkan keilmuan bidang sosiologi, serta Aswadi, yang secara 
khusus mendalami ilmu tafsir.  

Secara keseluruhan jumlah guru besar di FDK cukup sedikit. Ba-
nyak yang semula memiliki keahlian di dalam ilmu dakwah lalu justru 
pindah disebabkan oleh pendidikan doktornya yang tidak relevan 
dengan ilmu dakwah, sementara itu regulasi terkait dengan professor 
harus linear dengan keilmuan doktornya. Akibatnya, tidak ada lagi 
yang mengembangkan ilmu dakwah sebagai keahlian dosen profesional 
dalam gelar tertinggi di perguruan tinggi.14  

Kedua, program doktor ilmu dakwah juga nyaris tidak dijumpai 
di PTKN. Semua masih terhenti di program magister, sehingga belum 
ada wadah akademis yang menyiapkan calon doktor bidang ilmu dak-
wah tersebut. Kendalanya tentu adalah jumlah profesor untuk program 
doktor ilmu dakwah belum mencukupi (Dirjen Pendis, 2013). 15 

                                                                                                                                       
2015); Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: Rosda Karya, 2010); 
Suhartini, Religiusitas Kaum Profesinal Muslim, (Surabaya: SAP, 2016); Masduqi 
Afandi, Ontologi, Dasar-Dasar Filosofi Dakwah sebagai disiplin Ilmu, (Surabaya: 
Diantama, 2007); M. Azmi, Filsafat Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Universitas Budi 
Luhur, 2014).  

14Di antara yang pindah dari bidang ilmu dakwah atau komunikasi ialah Prof. Dr. Nur 
Syam, yang semula mengampu mata kuliah Ilmu Publisistik kemudian beralih ke 
sosiologi agama lalu terakhir sebagai professor sosiologi. Perubahan itu tentu 
disebabkan yang bersangkutan mendalami ilmu sosial pada program strata dua dan 
tiga. Kemudian juga Rr. Suhartini, yang juga pindah dari ilmu dakwah ke sosiologi 
pasca mendalami ilmu sosial di Universitas Airlangga.  

15Sampai saat ini, UIN Sunan Ampel baru memiliki program strata dua bidang 
komunikasi dakwah. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kenyataan ketiadaan jumlah 
professor yang memenuhi syarat untuk membuka program strata tiga. Sudah saatnya 
untuk dipikirkan dua atau tiga tahun ke depan harus membuka program doktor 
ilmu dakwah interdisipliner dimaksud (Dktis, 2013) 
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Ketiga, sumber daya manusia (SDM) dosen Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi sudah semakin banyak yang telah menyelesaikan pen-
didikan doktornya, akan tetapi tentu mengambil program doktor yang 
relevan dengan mata kuliah yang diampunya. Hal ini tentu terkait 
dengan sertifikasi, keahlian, dan relevansi dengan ijazah doktor yang 
bersangkutan. Artinya, ke depan dipredikasi aakan banyak professor, 
akan tetapi tentu tidak mengembangkan ilmu dakwah dimaksud.16 

 
Metodologi Kajian Ilmu Dakwah dalam Tiga Dekade 

Dalam sub-bab ini akan dipaparkan bagiamana ilmu dakwah di-
kembangkan di Fakultas Dakawah dan Komunikasi UIN Sunan Am-
pel yang mengacu pada perkembangan metodologi kajian ilmu dakwah 
serta berdasarkan periodisasi bagaimana metodologi ilmu dakwah itu 
dikembangkan. 

Berdasarkan analisis beberapa karya ilmiah yang diproduksi oleh 
mahasiswa dan dosen FDK UIN Surabaya, perkembangan metodologi 
kajian ilmu dakwah dapat dikategorikan menjadi lima pendekatan: 

Pertama, pengembangan ilmu dakwah dengan pendekatan fak-
tor. Model ini mengikuti pola yang berkembang di dalam ilmu komu-
nikasi yang secara definisi menggambarkan adanya faktor-faktor komu-
nikasi atau faktor dakwah. “who says what, to whom, in what channel 
and with what effect”. Ini pula yang terlihat di dalam pengembangan 
ilmu dakwah tersebut. Komponen ilmu dakwah tersebut meliputi: 
subyek dakwah (da’i), obyek dakwah (mad’u), metode dakwah (kai-
fiyah dakwah), media dakwah (washilah dakwah) dan efek dakwah 
(atsar dakwah). Cara berpikir seperti ini yang bisa dilihat di hampir se-

                                                                 
16 Hal ini bisa dilihat dari beberapa dosen FDK UIN Sunan Ampel Surabaya yang 

sudah memeroleh gelar doktor belakagan ini, misalnya Ali Nurdin mendalami ilmu 
komunikasi, A. Moefad mendalami ilmu komunikasi, Lilik Hamidah mendalami 
ilmu komunikasi. Pula Astutik,. Ragwan Albar, dan Abdullah Sattar yang 
kesemuanya mendalami Islamic studies. Sedangkan Ali Arifin mendalami ilmu 
ekonomi syariah, Sunarto dan Saiful Ahrori mendalami sosiologi Islam. Namun 
demikian, mereka masih ada peluang untuk menjadi professor dalam ilmu dakwah 
interdisipliner, yaitu sosiologi dakwah, ilmu ekonomi dakwah, ilmu politik dakwah, 
antropologi dakwah dan sebagainya.  
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luruh buku-buku ilmu dakwah yang diterbitkan oleh dosen Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi pada UIN Sunan Ampel Surabaya. 19 

Secara metodologis, maka penelitian yang digunakan ialah pene-
litian kuantitatif dengan berbagai variabel dan konsepnya. Ole karena-
nya, di sini digunakan teori-teori komunikasi atau teori lain yang di-
gambarkan dalam hubungan antar konsep dan kemudian diuji secara 
empiris. Saya kira pendekatan dan metodologi ini dominan sebelum 
tahun 1990-an meskipun sampai saat ini tetap dikembangkan.20 

Kedua, pengembangan ilmu dakwah dengan pendekatan sistem. 
Pengembangan ilmu dakwah ini bercorak problem solving. Melalui pen-
dekatan sistem, maka dibayangkan bahwa ada input, proses dan output 
dan outcome. Masukan tersebut terkait dengan subyek dakwah dan ma-
teri dakwah, sedangkan prosesnya ialah media dan metode dakwah dan 
outputnya ialah efek dakwah. Di dalam penerapan pengembangannya 
juga bisa menggunakan metode penelitian kuantitatif. Melalui metode 

                                                                 
19Ada beberapa tulisan yang dapat diidentifikasi sebagai berparadigma factor, yaitu: 

Nur Syam, Metodologi Penelitian Dakwah, Sketsa Pengembangan Ilmu Dakwah, 
(Solo: Ramadani, 1990), Moh. Ali Azis, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Penerbit Kencana, 
2015).  

20Sesuai informasi dari Moh. Ali Azis, bahwa peneliti ilmu dakwah pertama yang 
menggunakan penelitian kuantitatif dengan rumus statistik ialah A.Yani Basuki 
(1983), setelah lulus dari Fakultas Dakwah lalu berkarir di Militer dan terakhir 
menjadi Staf Khusus Presiden Bidang logistic dan menyelesaikan doktor di bidang 
sosiologi militer di UI. Saya termasuk generasi yang melakukan penelitian skripsi 
dengan metode penelitian kuantitatif. Nur Syam, “Persepsi Petani terhadap Ajaran 
Islam” (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1985), yang mengelaborasi 
empat variabel yang mempengaruhi persepsi tersebut, yaitu variabel pendidikan, 
umur, tradisi ritual petani dan kepemilikan petani. Nur Subhana Tugaswati, 
“Pengaruh Dakwah Melalui Media Buletin terhadap Pemahaman Akhlak di 
kalangan Karyawan Bukopin Cabang Sidoarjo” (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN 
Sunan Ampel, 1989). Supari, “Pengaruh Majalah Aula terhadap Pemahaman Agama 
Remaja IPNU/IPPNU di Desa Kesambi Kabupaten Lamongan” (Surabaya: Fakultas 
Dakwah IAIN Sunan Ampel,1989). Mardliyati, “Pengaruh Kerjasama Ulama dan 
BKKBN dalam Meningkatkan Perilaku Mengikuti Keluarga Berencana pada 
Masyarakat Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk” (Surabaya: 
Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1995. 
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kuantitatif, maka akan bisa diukur bagaimana masukan proses dan ke-
luaran tersebut bisa diketahui secara jelas.21 

Ketiga, pengembangan ilmu dakwah berbasis pendekatan inter-
pretatif atau pemahaman makna dakwah bagi individu, komunitas atau 
masyarakat. Pengembangan ilmu dakwah di sini lebih banyak mengacu 
pada proses dakwah, pelaku dakwah dan sasaran dakwah. Jadi yang 
dikaji ialah bagaimana proses dakwah terjadi dan bagaimana para 
subyek yang diteliti memaknai terhadap proses, dan sasaran dakwah 
dalam memaknai agamanya. Yang dicari bukanlah variabel yang diukur 
dengan rumus-rumus tertentu akan tetapi bagaimana para pelaku dak-
wah dan sasaran dakwah memaknai terhadap dakwah tersebut. Pola ini 
berkembang semenjak tahun 1990-an dan seterusnya sampai sekarang. 
Ada banyak penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendeka-
tan seperti ini.22  
                                                                 
21Amrullah Ahmad, Dakwah dan Perubahan Sosial (Jogyakarta: LP3M, 1984). Di 

antara buku yang juga membahas tentang paradigma keilmuan dakwah dengan dua 
pendekatan, yaitu faktor dan sistem dakwah ialah Nur Syam, Filsafat Dakwah, 
Pemahaman Filosofis tentang Ilmu Dakwah, (Kediri: Jenggala Pustaka Utama, 2004), 
hlm. 82-89. 

22Beberapa skripisi mahasiswa Fakultas Dakwah yang menggunakan pendekatan 
interpretative ialah: Imron Rosyadi, “ Tarekat dan Ketenangan Jiwa: Studi Kualitatif 
tentang Kontribusi Dzikir dalam Menenangkan Jiwa Penganut Tarekat Qadiriyah 
wa Naqsyabandiyah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Sawahan Mojosari 
Mojokerto (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel,1993); Mufi Imron 
Rosyadi, “Minoritas Muslim Tengger, Studi Eksistensi dan Dinamika Dakwah 
Minoritas Muslim Tengger di Desa Ngadirejo Kecamatan Sukapura Kabupaten 
Probolinggo” (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1993); Ngainun 
Hadi, “Konflik dan Integrasi Umat Islam Pasca Pemilu 1999” (Surabaya: Fakultas 
Dakwah IAIN Sunan Ampel,1994); Etika Nailul Rahma, “Agama dan Pedagang 
Kaki Lima: Makna Agama Bagi Penjual Buah di Kelurahan Sawunggaling 
Kecamatan Wonokromo” (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1995); 
Aini Mawaddah, “Agama bagi Penganut Shalawat Wahidiyah di Kediri” (Surabaya: 
Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1995); M. Zaenul Asyhuri, “Studi Kualitatif 
tentang Tingkat Kualitas Kehidupan Kader-Kader Muballigh di Kecamatan Doko 
Blitar” (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1994); Mohammad As’ad 
Amin, “Petani dan Tarekat, Studi tenteng Pola Pewarisan Nilai-Nilai Keagamaan di 
Kalangan Keluarga Petani Penganut Tarekat Tijani Desa Pekandangan Barat 
Kecamatan Bluto” (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1992); 
Juwariyah, “Pondok Pesantren dan Wiraswasta: Studi Tenteng Upaya Pondok 
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Keempat, pendekatan developmental. Semenjak Fakultas Dakwah 
mengembangkan program studi baru, seperti Pengembangan Masya-
rakat Islam dan Managemen Dakwah, maka di saat itu pastilah akan 
berkembang pendekatan baru, yang penelis menyebutnya sebagai pen-
dekatan ilmu dakwah berbasis pada riset pengembangan atau deve-
lopmental. Inti dari pengembangan ilmu dakwah ini ialah dengan pe-
nelitian terhadap perubahan-perubahan yang dihasilkan dari upaya 
pemberdayaan masyarakat oleh berbagai organisasi sosial kemasyara-
katan. Tentu termasuk di dalamnya ialah NGO. Perubahan yang dise-
ngaja untuk diupayakan tersebut tentu akan menghasilkan sejumlah 
“perubahan” terhadap sasaran dakwah. Hal ini sepert skripsi Chaabib 
Mustofa tentang Pengembangan SDM di Kalangan Kaum Muda NU 
tahun 1990-2000.  

Kelima, pengembangan dakwah berbasis pada pendekatan par-
tisipatif atau Participatory Action Research (PAR). Seirama dengan hal 
ini ialah penelitian partisipatif yang selama ini dijadikan sebagai me-
dium penting di kalangan NGO. Penelitian dakwah dapat mengha-
silkan konsep dan aplikasi pemberdayaan berbasis pada riset partisi-
patif. Di dalam konteks ini, maka action research akan tetap menjadi 
bagian tidak terpisahkan untuk dijadikan sebagai pendekatan yang 
penting di tengah upaya untuk mengentaskan kemiskinan, mengem-
bangkan ekonomi kreatif, mengembangkan potensi kewirausahaan dan 
                                                                                                                                       

Pesantren Tanwirul Qulub dalam Penerapan Kita Kerja Santri di Desa Sungelebak 
Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan” (Surabaya: Fakultas Dakwah 
IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1994); Mohammad Charis, “Masyarakat Samin dan 
Dakwah Islam: Studi Kualitatif tentang Strategi Dakwah pada Masyarakat Samin 
Dukuh Jipang Desa Margomulyo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro” 
(Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1992); Sahro, “Tarekat dan 
Pedagang: Studi tenteng Proses Internalisasi Ajaran dan Pengamalan Keagamaan 
Penganut Tarekat Idrisiyah di Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten 
Tasikmalaya” (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1992); Ahmad 
Hadari, “Figur Dai KH. Zainuddin MZ: Suatu Kajian tentang Dakwah KH. 
Zainuddin MZ menurut Persepsi Para Konglomerat Surabaya” (Surabaya: Fakultas 
Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1995). Di antara skripsi yang menggunakan perspektif 
interpretatif, yang kemudian diterbitkan menjadi buku ialah Lukman Hakim, 
Perlawanan Islam Kultural, Relasi Asosiatif Pertumbuhan Civil Society dan Doktrin 
Aswaja, (Surabaya: Eureka, 2004).  
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sebagainya. Demikian ini tergambar dari hasil tulisan Moh. Ali Azis, 
Rr. Suhartini, Abdul Halim (Eds) dalam Dakwah Pemberdayaan Ma-
syarakat: Paradigma, Aksi, Metodologi (2006).  

 
Simpulan 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi sesungguhnya memiliki masa 
depan. Di antara masa depan itu ialah bisa menjadi pilihan di antara 
program-program studi yang memiliki relevansi dengan kebutuhan di 
masa yang akan datang. Di antaranya ialah menyiapkan pilihan untuk 
menjadi ahli di bidang hard skilled keilmuan dakwah dan komunikasi. 
Tentu saja dibutuhkan banyak talenta di dalamnya, dan itu akan bisa 
dijawab melalui pengembangan hard skilled yang cukup dan soft skilled 
yang utuh berbasis pada pengembangan talenta masing-masing.  

Selain itu, ke depan, kiranya perlu dilakukan kajian-kajian ilmu 
dakwah dengan pendekatan dakwah interdisipliner atau mengembang-
kan relasi ilmu melalui program studi ilmu interdisipliner, yaitu 
menjadikan fenomena dakwah sebagai sasaran kajian atau subject 
matter dan menempatkan ilmu sosial atau humaniora sebagai pende-
katan. Jika ilmu dakwah ingin berkembang lebih cepat dan juga meng-
hasilkan ilmuwan yang bervariasi, maka pilihan seharusnya pada model 
pendekatan ini dibandingkan dengan model sasaran kajian ilmu. 
Pengembangan sosiologi dakwah, antropologi dakwah, komunikasi 
dakwah, psikhologi dakwah, manajemen dakwah, politik dakwah, 
administrasi dakwah, hukum dakwah dan sebagainya tetap perlu untuk 
diteruskan di tengah keinginan untuk memperkuat posisi ilmu dakwah 
yang interdisipliner. 

Namun demikian, dalam hal ini perlu penegasan terhadap status 
ilmu dakwah, apakah menjadi ilmu yang inter-disipliner atau mandiri. 
Jika diarahkan untuk ilmu inter-disipliner, maka yang perlu diperkuat 
ialah bagaimana menghasilkan doktor yang memiliki kemampuan stu-
di interdisipliner. Misalnya program doctor ilmu komunikasi, namun 
diarahkan untuk menjadi guru besar di bidang komunikasi dakwah. 
Pula bagi doktor di bidang manajemen, bisa diarahkan untuk menjadi 
guru besar manajemen dakwah. Sedangkan bagi dosen yang meme-
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roleh doktor di bidang pemikiran Islam, lebih lanjut diarahkan untuk 
menjadi profesor di bidang pemikiran dakwah, dan seterusnya. 

Dari sini ada dua hal yang sekiranya diperlukan, Pertama, perlu 
kecerdasan untuk mengembangkan ilmu dakwah dalam corak yang 
multidisipliner dengan memperbanyak ahli di bidang tersebut. Kedua, 
diperlukan kesiapan untuk mengembangkan program studi yang rele-
van dengan kebutuhan umat berbasis pada ilmu dakwah yang aplikatif 
dan multidisipliner. Ketiga, diperlukan memikirkan bagaimana para 
dosen mengembangkan kemampuan mahasiswa Fakultas ini dengan 
kemampuan hard skilled yang hebat dan juga soft skilled yang memadai. 

 
 

Referensi 
 

Abdullah. (2015). Ilmu dakwah: Kajian ontologis, epistemologis, aksiologi 
dan aplikasi dakwah. Medan: Cita Pustaka Media.  

Afandi, Masduqi. (2007). Ontolog: Dasar-dasar filosofi dakwah sebagai 
disiplin ilmu. Surabaya: Diantama. 

Ahmad, Amrullah. (1984). Dakwah dan perubahan sosial (Jogyakarta: 
LP3M. 

Amin, M, A. (1992). Petani dan tareka:, Studi tenteng pola pewarisan 
nilai-nilai keagamaan di kalangan keluarga petani penganut 
tarekat tijani desa pekandangan barat kecamatan bluto. Skripsi. 
Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel: Surabaya. 

Asyhuri, M. Z. (1994) Studi kualitatif tentang tingkat kualitas 
kehidupan kader-kader muballigh di kecamatan doko blitar. 
Skripsi. Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel: Surabaya. 

Aziz, Moh. Ali. (2015). Ilmu dakwah. Jakarta: Penerbit Kencana.  

----------, dkk. (2006). Dakwah pemberdayaan masyarakat: Paradigma, 
aksi, metodologi. Jogyakarta: Pustaka Pesantren. 

Charis, M. (1992). Masyarakat samin dan dakwah Islam: Studi 
kualitatif tentang strategi dakwah pada masyarakat samin dukuh 



Perkembangan Metodologi Kajian Ilmu Dakwah 

Jurnal Komunikasi Islam | Volume 09, Nomor 01, Juni 2019 | 33 

jipang desa margomulyo kecamatan ngraho kabupaten bojonegoro. 
Skripsi. Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel: Surabaya.  

Creswell, J.W., & Clark, V.L. (2018). Designing and conducting mixed 
methods research. Los Angeles: SAGE Publications. 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam. (2013). Keputusan direktur 
jenderal pendidikan Islam nomor: 3389 tahun 2013 tentang 
penamaan perguruan tinggi agama Islam, fakultas dan jurusan 
pada perguruan tinggi agama Islam.  

Farid, Imam Sayuti. Farid, (1985). Ilmu dakwah. Surabaya: Fakultas 
Dakwah IAIN Sunan Ampel. 

Hadi, N. (1999). Konflik dan integrasi umat Islam pasca pemilu 1999. 
Skripsi. Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel: Surabaya.  

Hadari, A. (1995). Figur Dai KH. Zainuddin MZ: Suatu Kajian 
tentang Dakwah KH. Zainuddin MZ menurut Persepsi Para 
Konglomerat Surabaya. Sikripsi. Fakultas Dakwah IAIN Sunan 
Ampel: Surabaya. 

Hakim, L. (2004). Perlawanan Islam kultural: Relasi asosiatif aswaja 
dan pertumbuhan civil society, Surabaya: Eureka. 

Juwariyah. (1994). Pondok pesantren dan wiraswasta: Studi tentang 
upaya pondok pesantren tanwirul qulub dalam penerapan kita 
kerja santri di desa sungelebak kecamatan karanggeneng kabupaten 
lamongan. Skripsi. Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel: 
Surabaya. 

Ilaihi, Wahyu. (2010). Komunikasi dakwah. Bandung: Rosda Karya. 

M. Azmi. (2014). Filsafat komunikasi dakwah. Jakarta: Universitas 
Budi Luhur. 

Mardliyati. (1995). Pengaruh Kerjasama Ulama dan BKKBN dalam 
Meningkatkan Perilaku Mengikuti Keluarga Berencana pada 
Masyarakat Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten 
Nganjuk. Skripsi. Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel: 
Surabaya. 



Nur Syam 

34 | Jurnal Komunikasi Islam | Volume 09, Nomor 01, Juni 2019 

Mawaddah, A. (1995). Agama bagi penganut shalawat wahidiyah di 
kediri. Skrispi. Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel: Surabaya.  

M. Munir, dkk. (2006). Manajemen dakwah. Jakarta: Prenada Media. 

Musthafa, C. 2003. Pengembangan SDM di kalangan kaum muda NU 
tahun 1990-2000. Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel; 
Surabaya.  

Nurdin, Ali. (2015). Komunikasi magis: fenomena dukun di pedesaan. 
Jogyakarta: LKiS. 

Rahma, E, N. (1995). Agama dan pedagang kaki lima: Makna agama 
bagi penjual buah di kelurahan Sawunggaling Kecamatan 
Wonokromo. Skripsi. Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel: 
Surabaya. 

Rosyadi, I. (1993). Tarekat dan ketenangan jiwa: Studi kualitatif 
tentang kontribusi dzikir dalam menenangkan jiwa penganut 
tarekat qadiriyah wa naqsyabandiyah di pondok pesantren darul 
hikmah sawahan mojosari mojokerto. Skripsi. Fakultas Dakwah 
IAIN Sunan Ampel: Surabaya. 

 Rosyadi, M, I. (1993). Minoritas muslim tengger: Studi eksistensi dan 
dinamika dakwah minoritas muslim tengger di desa ngadirejo 
kecamatan sukapura kabupaten probolinggo. Skripsi. Fakultas 
Dakwah IAIN Sunan Ampel: Surabaya. 

Sahro. (1992). Tarekat dan Pedagang: Studi tenteng Proses Internalisasi 
Ajaran dan Pengamalan Keagamaan Penganut Tarekat Idrisiyah 
di Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. 
Skripsi. Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel: Surabaya. 

Suhartini. (2016). Religiusitas kaum profesinal muslim. Surabaya: SAP. 

Supari, (1989). Pengaruh Majalah Aula terhadap Pemahaman Agama 
Remaja IPNU/IPPNU di Desa Kesambi Kabupaten Lamongan. 
Skripsi. Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel: Surabaya.  

Syam, Nur. (1985). Persepsi petani terhadap ajaran Islam. Skripsi. 
Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel: Surabaya. 



Perkembangan Metodologi Kajian Ilmu Dakwah 

Jurnal Komunikasi Islam | Volume 09, Nomor 01, Juni 2019 | 35 

Syam, Nur. (1990). Metodologi penelitian dakwah, sketsa pengembangan 
ilmu dakwah. Solo: Ramadani. 

----------. (2004). Filsafat dakwah, pemahaman filosofis tentang iIlmu 
dakwah. Kediri: Jenggala Pustaka Utama. 

----------. (2018). Islam nusantara berkemajuan: Tantangan dan sSolusi 
moderasi agama. Semarang: Fatawa Publishing. 

Tugaswati, N, S. (1989). Pengaruh Dakwah Melalui Media Bulletin 
terhadap Pemahaman Akhlak di kalangan Karyawan Bukopin 
Cabang Sidoarjo. Skripsi. Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel: 
Surabaya. 



Jurnal Komunikasi Islam | ISBN 2088-6314 | Terakreditasi Menristekdikti SK. NO. 2/E/KPT/2015 | Volume 09, Nomor 01, Juni 2019 
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

 (UIN) Sunan Ampel Surabaya - Asosiasi Profesi Dakwah Islam Indonesia 

Komunikasi Politik Gerakan #2019GantiPresiden  

Anang Sujoko1 
anangsujoko@ub.ac.id  

Abstract:  In the 2019 general election, social media became 
an important part in building a political image as well as a 
channel for political communication. One of the opposition 
movements against the incumbent was the 
#2019GantiPresiden movement. The movement was a chan-
nel of political communication for people who personally 
wanted to have a new president. This study aimed to reveal 
how the # 2019GantiPresiden political communication move-
ment during 2018 and the repressive treatment experienced 
by them. This study used a qualitative research method of text 
analysis of several online media such as Twitter and micro-
blogging. The results showed that the # 2019GantiPresiden 
movement was an organic and voluntary based political 
communication movement. The spread of this movement was 
increasingly massive with the support of social media in the 
form of Twitter in building mass political support. 

Abstrak: Pada pemilihan umum 2019, media sosial menjadi 
bagian penting dalam membangun citra politik sekaligus se-
bagai saluran komunikasi politik. Salah satu gerakan oposisi 
terhadap kubu incumbent, Presiden Jokowi, adalah gerakan 
#2019GantiPresiden. Gerakan tersebut merupakan saluran 
komunikasi politik orang-orang yang secara pribadi ingin 
memiliki presiden baru. Penelitian ini bertujuan untuk meng-
ungkapkan bagaimana gerakan komunikasi politik 
#2019GantiPresiden selama 2018 dan perlakuan represif yang 
dialami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kua-
litatif analisis teks beberapa media online dan microblogging 
media Twitter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan 
#2019GantiPresiden merupakan gerakan komunikasi politik 
organik yang berbasis individual dan secara sukarela. Penye-
baran gerakan ini semakin massif dengan dukungan media 
sosial berupa twitter dalam membangun dukungan massa 
politik. 
Kata Kunci: Komunikasi politik, media social, Pilpres 2019. 
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Pendahuluan 
Pembelahan masyarakat menjadi dua kelompok besar menjelang 

Pilpres 2019 semakin menguat. Satu kelompok berusaha menyuarakan 
dukungan ke Jokowi untuk dua periode dan kubu lain menilai Jokowi 
tidak layak untuk dipilih kembali. Hadirnya kelompok yang bersebera-
ngan dengan petahana ternyata ditanggapi negatif oleh tokoh-tokoh 
elit politik dan bahkan Jokowi sebagai presiden.  

Meski demikian, gerakan masyarakat yang tidak setuju terhadap 
pencalonan kembali Jokowi menemukan saluran bersama. Saluran 
tersebut bernama #2019GantiPresiden yang bermuara di media maya 
dan gerakan kerakyatan. Hadirnya #2019GantiPresiden di media social 
Twitter, Facebook dan Instagram ternyata terus memasuki ranah em-
piris berupa deklarasi dan munculnya penguatan gerakan melalui 
simbol-simbol di kaos. Gerakan hashtag tersebut merupakan bentuk 
komunikasi politik dari pihak yang merasa dipinggirkan oleh saluran 
media arus utama. Sebagaimana diungkapkan oleh Gun Gun Heryanto 
(2018, hlm.17) bahwa salah satu faktor penting dan fundamental 
dalam mengelola kehidupan politik adalah komunikasi politik (Her-
yanto, 2018, hlm.17).  

Tulisan ini berusaha menjelaskan sejumlah bentuk komunikasi 
politik represif terhadap gerakan organik #2019GantiPresiden. Komu-
nikasi politik represif ini muncul sebagai akibat dari dinamika politik 
di era demokrasi Indonesia dan era media baru. Di kedua era ini, 
politik tidak hanya menjadi konsumsi para elite politik, tapi juga telah 
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat secara 
luas. Media dalam hal ini memiliki peran besar dalam memengaruhi 
dan mempermudah masyarakat dalam mendapat informasi-informasi 
politik.  

Kemunculan #2019GantiPresiden di jagat media pada dasarnya 
merupakan respon dari sejumlah pihak dari situasi politik Indonesia 
saat ini. Pencalonan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden di 
tahun 2019 yang akan datang menjadi pemicu awal bagi sejumlah pi-
hak untuk memberikan respon terhadap pencalonan tersebut. Respon 
dalam hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk protes, kritik, penolakan, 
dan ketidaksepakatan dengan pencalonan kembali Presiden Joko Wi-
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dodo. Dalam dunia perpolitikan, kondisi seperti itu merupakan hal 
yang dianggap wajar selama tidak bertentangan dengan peraturan dan 
mengganggu ketertiban masyarakat. 

Jika ditelisik di awal kemunculannya, #2019GantiPresiden per-
tama kali dilontarkan oleh Mardani Ali Sera, yang merupakan aktivis 
PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Tulisan #2019GantiPresiden bahkan 
telah menjadi sebuah judul buku yang ditulisnya. Dalam perkem-
bangannya, tagar ini menjadi gerakan massa yang bukan hanya mampu 
menggalang massa berbasis media sosial dan instant messaging seperti 
Twiitter, tapi juga #2019GantiPresiden telah menjadi simbol gerakan 
politik yang disalurkan melalui kaos, gelang karet, dan pin. Selain itu, 
#2019GantiPresiden menjadi gerakan organis hingga muncul lagu 
khusus yang merepresentasikan suara dari gerakan ini. 

Kemunculan tagar ini tidak hanya menjadi variabel yang berdiri 
bebas dari kepentingan politik, tapi menjadi sebuah gelombang gera-
kan besar yang sarat dengan kepentingan politik. Ditandai dengan 
adanya deklarasi #2019GantiPresiden, kemudian muncul berbagai res-
pon baik di media sosial maupun di kalangan masyarakat akar rumput. 
Gerakan deklarasi inilah yang akhirnya memunculkan sejumlah reaksi 
dan perlawanan dari organisasi masyarakat sepeti Banser, kelompok 
pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dan bahkan aparat kepolisian dan 
BIN yang seharusnya berposisi netral.  

Fenomena politik media ini tentunya tidak lepas dari perkemba-
ngan demokrasi dan kemajuan tekonologi media. Paska runtuhnya 
rezim Orde Baru, terjadi berbagai perubahan drastis yang mengubah 
konstalasi politik Indonesia, seperti, massifnya instalasi instrumen 
demokrasi, terjadi liberalisasi politik, dan dispersi kekuasaan hingga ke 
skala lokal melaui kebijakan desentralisasi (Lay, 2012). Perubahan 
politik ini telah berdampak besar dalam berbagai kehdupan politik 
masyarakat Indoensia, khususnya dengan adanya liberalisasi politik. 
Perubahan ini (liberalisasi politik) telah menandai adanya kebebasan 
pers dan dijaminnya hak-hak politik dan sipil masyarakat dalam me-
nyuarakan pendapatnya.  

Konsekuensinya, perkembangan media baik cetak maupun online 
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Media diproyeksikan 
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sebagai sarana komunikasi bagi kepentingan publik. Namun demikian, 
dalam perkembangannya, media mengalami perubahan peran karena 
banyak tautan kepentingan di dalamnya. Setidaknya terdapat dua 
kepentingan utama dibalik media, yaitu kepentingan ekonomi dan 
kepentingan kekuasaan yang membentuk isi media, informasi yang 
disajikan dan makna yang tawarkannya, sehingga kepentingan publik 
justru terabaikan (Piliang 2005:213). Kemunculan #2019Ganti-
Presiden menjadi salah satu contoh yang menjelaskan bagaimana media 
berada dalam dilema peran antara kepentingan publik dan kepentingan 
kekuasaan. Kecondongan pada kepentingan kekuasaan berkonsekuensi 
pada muncul bentuk-bentuk komunikasi politik yang represif. 
 
Kuasa Media: Sebuah Kajian Literatur  

Dalam kehidupan politik modern, media memiliki peran penting 
dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis. Keberpihakan media 
kepada kepentingan publik menjadi simbol dari objektivitas peran me-
dia itu sendiri. Sebagai sarana komunikasi politik, media menyediakan 
ruang komunikasi yang efektif dalam mengelola kehidupan politik, 
yang meliputi agregasi politik, artiulasi politik, sosialisasi, pembuatan 
aturan dan hal lainnya. Namun di sisi lain, media juga berperan besar 
bagi terjadinya kemunduran demokrasi sebuah negara sebagai konse-
kuensi dari perkembangan media baru (new media) dan kebebasan 
ekspresi yang berlebih.  

Dalam sejumlah literatur, setidaknya peran media tidak hanya se-
bagai sarana komunikasi, tapi juga sebagai sarana gerakan sosial politik 
yang memicu lahirnya sebuah perubahan politik. Dalam proses 
terjadinya gelombang demokrasi yang terjadi di negara-negara Timur 
Tengah seperti Tunisia, Mesir, Libya, Syria, Yaman dan Arab Saudi, 
yang dikenal dengan Arab Spring, media berperan sebagai aktor atau 
insitutisi yang penting yang menggerakkan proses perubahan politik 
negara (Khondker, 2011; Wolfsfeld, Segev, and Sheafer, 2013; 
Howard and Hussain, 2013). 

Media, khususnya media digital seperti Facebook dan Twitter 
telah memainkan peran signifikan dalam memobilisasi masyarakat un-
tuk melakukan sejumlah tuntutan bagi terjadi perubahan politik yang 
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lebih demokratis. Beberapa keberhasilan media dalam proses politik 
tersebut terlihat dari runtuhnya rezim diktator seperti Zine al- Abidine 
Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, dan Muhammar Qadhafi 
di Libya. Kehadirian media baru seperti Facebook dan Twitter ini 
menjadi gerakan alternatif baru yang menjadi saluran aspirasi dan 
agregasi bagi kepentingan publik. Pada titik ini, media menjadi saluran 
alternatif bagi kelompok-kelompok minoritas untuk menyuarakan dan 
melakukan tuntutan yang selama ini dibungkam oleh rezim kekuasaan. 

Menurut Ms. Sherwin, media memiliki dua fungsi vital dalam 
demokrasi (dikutip dari Exoo, 2009:199-200); pertama, as watchdog of 
people (anjing penjaga bagi rakyat), yaitu media menjadi anjing penjaga 
atau pengawas yang digunakan oleh rakyat untuk mengawasi dan me-
ngontrol jalannya roda kekuasaan. Dengan kata lain, media menjem-
batani keterlibatan masyarakat terkait dengan urusan-urusan publik 
dan kekuasaan pemerintahan. Kedua, as marketplace of idea (sebagai 
pasar ide), yaitu media membantu untuk mendiseminasikan informasi 
kepada publik. Media dalam pemaknaan terakhir ini berarti bahwa 
media dipahami sebagai ruang publik yang bertugas menginformasikan 
(to inform) dan mendidik (to educated) bagi publik. 

Namun di sisi lain, keberadaan media terkait erat dengan kepenti-
ngan ekonomi dan kepentingan kekuasaan. Kepemilikan sejumlah 
media massa telah mempengaruhi peran media sebagai sarana ke-
pentingan publik, bahkan kerap media dimonopoli oleh kelompok 
kapitalis dan oligarki yang dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok 
atau pribadi (Haryanto, 2011; Tapsell, 2017; Lim, 2011). Media 
massa bukan sebagai institusi ideal, tapi juga menjadi mesin kapitalis 
yang menerapkan logika M-C-M (money-commodity-more money) 
(Heryanto, 2018, hlm.390-391). pada titik ini, media tidak lebih dari 
the extension of men, yaitu media merupakan representasi dari 
pemiliknya (McLuhan and Lapham, 1994).  

Sejumlah kritik terhadap media kontemporer menjelaskan bahwa 
di dalam media terdapat sebuah elemen self-delusion, yaitu elemen yang 
menghadirkan politik sebagai permainan klinis dan politisinya sebagai 
manipulator yang harus diekspos, media telah terlibat dalam proses 
yang merusak institusi demokrasi dan merusak bekerjanya representasi 
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politik (Barnett, 2002,hlm.400). Begitu pun dengan Jay Blumler 
(1983b, hlm.67), media telah dituduh merusak arena politik 
ketimbang melayani dan menghidupkan demokrasi, serta mendorong 
opini dan manipulasi serta melemahkan partisipasi (Blumler and Fox 
1983, hlm.67). Skandal data Facebook, yang dikenal sebagai Cambridge 
Analytica menjadi salah satu contoh konsekuensi buruk dari per-
kembangan media tersebut. Kebocoran informasi pribadi pengguna 
media sosial Facebook yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi 
perpolitikan Amerika Serikat dan beberapa negara lainnnya.  

Selain itu, media juga menjadi propaganda bagi kelompok teroris 
untuk melancarkan aksi-aksi teror mereka, menciptakan rasa takut dan 
masa depan yang tidak pasti (Altheide, 1997; Weimann and Winn, 
1994). Pada titik ini, media yang seharusnya berperan sebagai watchdog 
pemerintahan dan sarana komunikasi publik mengalami penyusutan 
peran karena adanya kepentingan ekonomi dan kekuasaan yang 
bermain dibalik media. Dengan demikian, media sangat dekat dengan 
tindakan kriminal maupun persekusi jika tidak digunakan dengan 
baik. Peran media dalam hal ini ditentukan oleh mereka yang memiliki 
akses lebih terhadap media itu sendiri dan keberadaannya rentan untuk 
dipolitisasi. 

Di Indonesia, media dalam perkembangan demokrasi Indonesia 
juga memiliki peran penting dalam mendorong terjadi perubahan 
demokrasi. Di masa Orde Baru, Media massa sebelum era Orde Baru 
digunakan sebagai forum untuk mengekspresikan aspirasi nasionalisme 
dan agitasi politik (Hill, 2011). Media di masa Ode Baru digunakan 
untuk melayani kepentingan penguasa negara. Rezim otoritarianime 
telah memaksa media untuk memberitakan sejauh pemberitaan 
tersebut sejalan dengan kepentingan Rezim Orde Baru. Situasi tersebut 
tidak jauh berbeda dengan rezim Orde Lama di mana media dibatasi 
dengan alasan keamanan (security).  

Situasi berbeda ketika rezim Orde Baru runtuh. Perkembangan 
media terjadi secara massif, baik elektornik maupun cetak. Adanya 
liberalisasi politik di era reformasi dimana terdapat berbagai regulasi 
yang memberikan jaminan akan kebebasan pers berdampak pada 
semakin banyaknya jumlah media.  
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Namun demikian, perkembangan media baru dan me-
dia digital tersebut secara langsung berdampak pada situasi 
sosial dan politik bangsa Indonesia. Sejumlah kekerasan, in-
timidasi, propaganda, dan pemberitaan yang salah menjadi 
konsekuensi negatif yang mengiringi perkembangan media 
tersebut. Di Indonesia, kasus terlihat terlihat pada kasus Sara-
cen dan Muslim Cyber Army (MCA) yang melakukan propa-
ganda lewat media sosial. Menurut Richard Fox, media di 
Indonesia pada dasarnya masih lemah dalam memberikan in-
formasi yang baik bagi publik (Fox, 2006). Salah satu dari 
konsekuensi tersebut terlihat dari munculnya #2019Ganti-
Presiden di sejumah media massa secara massif.  

Kehadiran berbagai model ekspresi kebebasan melalui 
sosial media pada dasarnya menjadi cerminan bagaimana eli-
te-elite politik di level atas dan masyarakat pada umumnya di 
level akar rumput dalam menyikapi dan menggunakan media 
sebagai sarana komunikasi politik mereka. Dalam berbagai 
ekspresi tersebut, tulisan ini secara spesifik fokus pada pelaca-
kan kemunculan #2019GantiPresiden sebagai sebuah bentuk 
gerakan sosial-politik dan konsekuensi-konsekuensinya pada 
level kehidupan real masyarakat Indonesia. 
 
 
Politisasi Media Menjelang Pemilihan Presiden 2019 

Di tahun 2019, Indonesia telah menyelenggarakan dua 
pemilihan umum, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan 
presiden secara nasional. Kedua peristiwa politik tersebut 
menjadi arena pertarungan yang menentukan bagi setiap ca-
lon untuk meraih tampuk kekuasaan, begitu pun dengan par-
tai-partai politik bertarung untuk mendapatkan posisi kekua-
saan. Keriuhan politik dalam menghadapi moment politik 
tersebut tidak hanya terjadi dalam lingkaran elite kekuasaan 
saja yang berkompetisi, tetapi juga di dalam media massa dan 
masyarakat pada level akar rumput. Politik dengan kata lain 
telah menjadi “barang pubik” yang bisa dinikmati oleh semua 

Hasil dan 
Pembahasan 
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orang, dan media massa memiliki andil besar bagi penyebaran infor-
masi politik tersebut. 

Dalam pemilihan umum, media menjadi rentan untuk dipoliti-
sasi. Politisasi media terjadi ketika media lebih didominasi oleh kepen-
tingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan ketimbangan kepentingan 
publik. Keberadaan media di Indonesia tidak lepas dari berbagai kedua 
kepentingan tersebut, yang di dalamnya terdapat ideologi yang ber-
usaha diperkenalkan untuk melanggengkan kedua kepentingan ter-
sebut. Di Indonesia, keberadaan media mayoritas dimiliki oleh para 
konglomerat yamg menguasai masyoritas media sosial dan media 
massa. Sepanjang 15 tahun terakhir, terjadi pembiaran dominasi pem-
beritaan komersial dan kewenangan setengah hati dari pemerintah se-
bagai regulator dalam pemberitaan (Masduki, 2017). Berikut tabel 
yang menunjukkan kepemilikan media tersebut. 

Tabel 1 ‘Kepemilikan media di Indonesia’ 

 
Sumber: Democratization and Corporatization of Media In Indonesia (Lim, 2011, hlm.11) 
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Dari tabel di atas, beberapa pemilik media berita online maupun 
cetak dikenal sebagai politisi maupun pengusaha, seperti Erick Tohir 
sebagai ketua Tim Sukses Kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf 
Amin; Surya Paloh merupakan ketua partai politik Nasdem yang juga 
sebagai salah satu partai pendukung pasangan calon presiden nomor 
urut 1 (Jokowi-Ma’ruf Amin). Pula Hary Tanoesudibjo yang merupa-
kan ketua Perindo yang juga merupakan salah satu partai pendukung 
pasangan calon nomor urut 1. 

Dengan demikian, keberadaan media sangat rentan dengan ber-
bagai kepentingan ekonomi maupun kepentingan kekuasaan. Kondisi 
seperti ini dikenal sebagai hiperealitas media dimana objetivikasi 
kebebenaran dan kejujuran sebagai kepentingan publik digantikan oleh 
subjektivitas, permainan bahasa, kepalsuan, dan kesemuan (Piliang 
2005, hlm. 215). Hal ini didukung oleh perkembangan tekonologi dan 
informasi yang semakin canggih dan adanya liberalisasi politik di era 
pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Kelimpahan informasi (information 
abundance) dan dukung kecanggihan teknologi informasi membawa 
kesulitan bagi pemerintahan untuk mengatur dan mengendalikan 
informasi (Heryanto 2018b, hlm. 366-367). Kondisi ini pada akhirnya 
membawa konsekuensi-konsekuensi negatif terhadap masyarakat pada 
umumnya.  

Dalam pemilihan Presiden 2019, tampil dua kandidiat yang siap 
bertarung untuk memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden. 
Pertarungan kedua kandidat ini merupakan pertarungan kembali (re-
match) karena kedua kandidat presiden ini, yaitu Joko Widodon dan 
Prabowo Subianto merupakan aktor yang sama yang pernah bertarung 
pada pemilihan presiden di tahun 2013 lalu. Perbedaannya terletak 
pada wakil presiden dan konfigurasi partai politik yang mendukung 
masing-masing kedua pasangan tersebut. Berikut adalah tabel 1.2 yang 
menampilkan pasangan calon presiden-wakil dan partai politik yang 
mengusungnya. 
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Tabel 2 ‘Pasangan calon presiden dan partai pengusung’ 
No Calon Presiden dan Wakil Partai Politik Pengusung 
1. Joko Widodo-Ma'ruf Amin 

 
 

PDIP, Golkar, PKB, PPP, 
Nasdem, PSI, Perindo, PKPI, 

Hanura 
2. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno PAN, PKS, Demokrat Gerindra 

Sumber: berbagai sumber diolah oleh penulis 

 
Kontekstasi elektoral di tahun 2019 tentunya akan memperlihat 

beragam manuver yang dilakukan oleh para pendudukung masing-
masing pasangan kandidat. Peran tim sukses, relawan, tim siber, dan 
partai politik memainkan peran penting untuk merebut suara para 
pemilih. Dalam upaya tersebut, media menjadi saluran efektif untuk 
mengkampanyekan para kandidat berserta program-programnya 
kepada para khalayak (Wijayanto, 2010; Anshari, 2013). Setidaknya, 
melalui media, biaya kampanye lebih sedikit, efektif dalam waktu dan 
pengerjaan. Tingginya biaya kampaye telah mendorong para tim sukses 
maupun relawan untuk memanfaatkan media massa sebagai media 
kampanye. Tentunya, dalam proses tersebut, informasi provokatif, 
hoax, dan sisi lemah lawan menjadi senjata untuk memperkuat 
kandidatnya dan menjatuhkan lawan. Pada titik ini, kepentingan 
publik diabaikan dan peran media sebagai watchdog dan market of idea 
terkikis demi kekuasaan politik. 

Menurut Heryanto (2018, hlm. 294-295), dalam kompetisi 
elektoral, setidaknya terdapat beberapa hal yang diperhatikan untuk 
menjaga demokrasi Indonesia, yaitu; pertama, agenda kontestasi 
elektoral yang kerap melahirkan wajah ganda, di satu sisi penuh 
harapan dan di sisi lainnya penuh kegaudahan dan sisi gelap ke-
kuasaan. Kedua, fenomena media massa dan media sosial ruang sering-
kali turut memanaskan situasi, memprovokasi, menstimulasi konflik, 
dan memperbesar area pontensi konflik warga melalui bingkai yang 
dikonsumsi, direproduksi, dan didistribusikan ke khalayak luas (one-to-
many atau many-to-many communication). Ketiga, kepentingan para pe-
nunggang kuda, baik karena motif ekonomi maupun bisnis, kerap 
mengelola situasi tidak nyaman dan tidak pasti. Keempat, kepentingan 
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pragmatis dan transaksional para elite yang biasanya mengendalikan 
akses kekuasaan baik di partai politik, birokrasi, dan korporasi. 
 
Tagar (#) sebagai Gerakan Sosial Baru 

Komunikasi politik yang terbangun di media sosial dan media 
massa menjelang pemilu presiden di tahun 2019 memunculkan sebuah 
gerakan sosial politik yang berlangsung secara massif di media sosial 
dan media massa. Kemunculan #2019GantiPresiden yang tersebar baik 
di media sosial dan media massa merupakan sebuah bentuk gerakan 
sosial-politik yang hadir sebagai respon dari situasi politik yang sedang 
terjadi. Di abad ke-21, gerakan sosial politik muncul dalam beragam 
bentuk dan bervariasi. Dalam perkembangan tersebut, media memain-
kan peran penting dalam memicu terjadinya gerakan sosial-politik di 
berbagai belahan dunia. Menurut Dylan Taylor, di abad ke-21, ke-
munculan gerakan sosial politik khususnya negara demokrasi berkem-
bang disebabkan karena terjadinya krisis demokrasi (crisis of democracy) 
dan media memiliki peran besar dalam menggelorakan kondisi tersebut 
melalui media-media mainstream yang lebih dikendalikan oleh kepen-
tingan kapital dari pada etos demokrasi (Taylor 2017, hlm.1-4). Krisis 
tersebut meliputi krisis partisipasi, representasi, dan otomisasi sosial 
yang meningkat.  

Tagar (#2019GantiPresiden) ini telah menjadi gerakan yang kini 
terus berkembangan baik dalam media sosia maupun media massa. 
Berikut adalah grafik yang menunjukkan gerakan organik #2019Ganti-
Presiden di dalam media sosial. 
 

Gambar 1.1 ‘Trend #2019GantiPresiden Berdasarkan Pewartaan’  
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Gambar 1.2 ‘Jumlah Tweets yang dikirim oleh Pengguna dan followers’ 

Sumber: Diolah dari Google Trends 

 
Grafik pada gambar 1.1 di atas menjelaskan dari trends dari 

#2019GantiPresiden dalam perwartaan di media digital dalam rentang 
12 bulan terakhir. Dari grafik tersebut tampak isu mengenai tagar ter-
sebut telah ada sejak kisaran September 2017 dan mengalami pening-
katan yang fluktuatif pada awal tahun 2018 hingga akhir Juli 2018. Di 
bulan Agustus 2018, trend isu terkait dengan tagar tersebut mengalami 
peningkatan yang signifikan hingga mencapai 100% dan kemudian 
turun, lalu naik menanjak sejak awal bulan September 2019. Dari gra-
fik tersebut kita bisa melihat bagaimana #2019GantiPresiden menjadi 
pemberitaan yang dominan dalam media digital. Sedangkan pada gam-
bar 1.2 menunjukkan respon dari pengguna dan followersnya terkait 
dengan tagar tersebut. Kedua gambar tersebut menjelaskan massifnya 
gerakan tagar tersebut terutama dalam media sosial. 

Moment politik 2019 khususnya penyelanggaran pemilihan 
presiden menjadi daya penggerak yang begitu besar bagi massifnya 
#2019GantiPresiden di berbagai media sosial, pakaian, pamplet dan 
pin. Tagar #2019GantiPresiden telah memicu lahirnya gerakan sosial-
politik yang secara organik berkembang terus menerus melalui jejaring 
media sosial. Sejumlah deklarasi yang terjadi di beberapa daerah seperti 
Riau, Surabaya, dan Makassar menjadi bukti dari kekuatan media 
sebagai pemicu gerakan sosial-politik. 
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Respon dan Pembingkaian Isu  
Kemunculan dan deklarasi #2019GantiPresiden yang kian massif 

memunculkan sejumlah respon dari sejumlah elite, pemikir, penegak 
hukum, organisasi masyarakat, dan aparatur pemerintahan. Terdapat 
banyak ragam pendapat yang pro maupun kontra terkait dengan ke-
munculan dan deklarasi #2019GantiPresiden. Berikut ini sejumlah 
respon dari beberapa tokoh terkait dengan tagar yang diambil dari 
sejumlah media. 

Tabel 1.3 ‘Sejumlah Respon terhadap Gerakan #2019GantiPresiden’ 
No Nama Pendapat 
1.  Muhtar Pabontinggi 

(Peneliti LIPI) 
Inkonstitusional karena melawan 
hukum, merupakan tindakan makar 

2. Mahfud MD 
(Pakar hukum) 

Konstitusional sepanjang tidak 
melakukan tindakan anarkis 

3. Ketua GP Ansor Merupakan gerakan banci 
4. Andre Rosiade 

(politisi Gerindra) 
Gerakan demokrasi 

5. Ngabalin (Politisi 
Demokrat) 

Gerakan pengacau keamanan 

6. Mardani Ali Sera 
(Politis PKS dan 
Pencetus 
#2019gantipresiden) 

Dijamin oleh demokrasi, kebebasan 
berekspresi 

7. Prof Dr Jimly 
Asshiddiqie 
(pakar hukum) 

gerakan politik ini adalah gerakan 
'menyebar kebencian terhadap presiden 
yang masih menjabat 

8. kepolisian Kampanye di luar jadwal 
9. Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu)  
 

tidak termasuk dalam tindakan 
kampanye karena tidak melanggar 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber media 

 
Dari sejumlah perdebatan pada tabel di atas, terdapat beragam 

pendapat yang secara umum bisa dibagi ke dalam dua kutub, yaitu 
mereka yang mengatakan gerakan tersebut tidak bertentangan dengan 
demokrasi dan melanggar hukum, dan mereka yang mengatakan 
bahwa gerakan tersebut merupakan tindakan inkonstitusional, makar, 
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dan penyebar kebencian. Kedua kutub pendapat tersebut pada dasar-
nya merepresentasikan posisi politik para aktor-aktor tersebut dalam 
pemilihan presiden 2019 nanti.  

Pembelahan ke dalam dua kutub ini juga berlangsung hingga 
pada level masyarakat, yang pada akhirnya terbagi kepada kelompok 
yang pro pada gerakan tagar tersebut dan kelompok yang kontra. Mes-
ki demikian, gerakan tagar ini tidak bisa dikatakan sebagai gerakan 
moral masyarakat yang berasal dari murni kesadaran emasipatif dan 
kritis masyarakat, tapi lebih sebagai gerakan politis karena digawangi 
para politisi yang berada di belakang layar dari terjadinya gerakan 
deklarasi tersebut. Mardani Ali Sera (politisi PKS) dan Andre Rosiade 
(Politisi Gerindra) adalah tokoh utama yang menggerakkan gerakan 
deklarasi tegar tersebut.  
 
Eskalasi Isu dan Mobilisasi Massa Ke dalam Masyarakat 

Gelombang gerakan #2019GantiPresiden semakin populer di me-
dia sosial maupun di kalangan masyarakat. Saat ini popularitas #2019-
GantiPresiden lebih tinggi dibandingkan dengan #Jokowi2Periode. 
Tingkat popularitas ini menunjukkan bahwa gerakan #2019Ganti-
Presiden ini telah mengalami eskalasi yang cukup besar baik di media 
sosial. Di Twitter telah terdapat 3.673.503 pengguna dan followers 
yang mengtwitt #2019GantiPresiden. Banyaknya massa aksi dalam 
deklarasi di Monas pada 6 Mei 2018, di Makassar pada 12 Agustus 
2018, di Riau dan Surabaya pada tanggal 26 Agustus telah menunjuk-
kan adanya mobilisasi dan eskalasi gelombang gerakan yang semakin 
meluas dan massif dari gerakan #2019GantiPresiden. 

Perkembangan eskalasi gerakan tersebut, tentunya ditopang oleh 
beberapa hal, yaitupertama, adanya dukungan politik pada level elite 
untuk menggerakkan dan menggiring #2019GantiPresiden sebagai 
wacana tandingan dari #Jokowi2Periode. Kedua, perkambangan tekno-
logi informasi seperti media massa dan media sosial yang pesat. Menu-
rut Heryanto (2018,hlm.295), media massa dan media sosial ruang 
seringkali turut memanaskan situasi, memprovokasi, menstimulasi 
konflik, dan memperbesar area pontensi konflik warga melalui bingkai 
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yang dikonsumsi, direproduksi, dan didistribusikan ke khalayak luas 
(one-to-many atau many-to-many communication). 

Ketiga, jaringan kepartaian. Meluasnya eskalasi gerakan #2019-
GantiPresiden terjadi karena dukungan jaringan partai dari level 
nasional hinggal level daerah. Hal ini bisa terlihat dari beberapa elite 
politik seperti Mardani Ali Sera yang merupakan anggota DPP Partai 
Keadilan Sejahtera dan Andre Rosiade yang merupakan politisi partai 
Gerindra yang terlibat langsung ke dalam gerakan tersebut. Jejaring 
partai dimanfaatkan untuk menggerakan dan membilisasi masa pada 
level nasional dan lokal. 

Keempat, memanfaatkan popularitas artis. Kehadiran sosok artis 
Ahmad Dani yang merupakan artis dari Grup band Dewa dan Neno 
Warisman yang merupakan artis penyanyi, merupakan tokoh sentral 
dari gerakan #2019GantiPresiden yang memberikan daya tarik bagi 
masyarakat untuk ikut dalam gerakan deklarasi #2019GantiPresiden 
tersebut. Kedua sosok artis tersebut merupakan figur terkenal yang se-
lama ini telah menghiasi jagat media sosial dan media massa Indonesia. 

Terakhir, kelima, liberalisasi politik. Perubahan politik yang 
ditandai dengan runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru telah 
membuka keran demokratis bagi media dan setiap orang untuk 
berekspresi dan menyatakan pendapat di depan umum. Adanya 
liberalisasi politik di era reformasi ini secara eksplisit negara 
memberikan jaminan bagi setiap orang untuk menggunakan hak 
politik dan sipilnya. Dengan terbukanya keran demokratis tersebut 
menjadi dasar legitimasi yang bisa membenarkan pelaksanaan gerakan 
#2019GantiPresiden ini.  

Kelima faktor tersebut merupakan penjelas dari meluasnya eska-
lasi gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah. Begitupun de-
ngan adanya mobilisasi masyarakat dari pemuda, emak-emak serta 
anak-anak yang ikut menggunakan berbagai atribut dalam gerakan 
#2019GantiPresiden. Berikut ini adalah beberapa pamphlet yang 
mendesiminasikan infomasi gerakan #2019GantiPresiden melalui me-
dia sosial maupun media massa. 
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Gambar. 1.2 ‘Pamflet Deklarasi #2019GantiPresiden’ di Sejumlah Daerah' 

Sumber:http://radarpekanbaru.com 

Sumber: http://makassar.tribunnews.com 

Sumber: http://surabaya.tribunnews.com 

 
Politik Represi: Dampak Polarisasi Isu Dua Kubu Politik  

Dalam deklarasi #2019GantiPresiden yang terjadi di Riau dan Su-
rabaya pada tanggal 26 Agustus 2019 secara bersamaan dihiasi dengan 
sejumlah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah pihak. 
Deklarasi politik yang melibatkan sejumah orang-orang terkenal seperti 
Ahmad Dani dan Neno Warisman dan dibarengi oleh sejumlah politisi 
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partai politik seperti Mardani dan Andre Rosiade menjelaskan bahawa 
gerakan ini merepresentasikan keberpihakan dari salah satu pasangan 
Capres dan Cawapres, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga 
Uno. Atas dasar tersebut muncul sejumlah respon dari kelompok lawan 
untuk melakukan sejumlah maneuver politik. Pertentangan yang se-
makin meninggi berdampak pada semakin terfragmentasinya masya-
rakat pada level bawah. Elite-elite pada level atas dan bawah semakin 
menjauh atau terpolarisasi ke dalam kutub yang saling berjauhan. Pada 
kondisi ini, konflik dan kekerasan sangat mundah untuk dipicu dan 
masyarakat mudah terprovokasi. 

Di Surabaya, deklarasi ##2019GantiPresiden diwarnai dengan 
tindakan represi yang dilakukan oleh sejumlah pihak seperti Banser 
dan aparat kepolisian. Perlakuan polisi terhadap emak-emak yang akan 
menghadiri deklarasi tagar tersebut di Surabaya, bahkan membiarkan 
kelompok orang penentang gerakan #2019GantiPresiden berlaku inti-
midatif terhadap Ahmad Dani yang akan mengikuti deklarasi ini. Be-
gitu pun dengan Banser yang melakukan sweeping terhadap peserta 
gerakan ini untuk keluar dari masjid ketika mereka hendak menunggu 
untuk sholat Dhuhur (Jawa Pos, 2018). Selain itu, dalam deklarasi di 
Surabaya, perlakuan represif terlihat ketika sekolompok kecil orang 
yang memaksa orang-orang yang berpakaian kaos #2019GantiPresiden 
untuk melepaskannya.  

Gambar 1.3 ‘Pemukulan dalam Deklarasi di Surabaya’ 

Sumber: cnn.com 
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Di Riau, tindakan represi terlihat dari perlakuan aparat (Polisi 
dan BIN) yang membiarkan kelompok penentang menghalangi Neno 
Warisman ketika hendak mendeklarasikan #2019GantiPresiden. 
Pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan BIN ini dipan-
dang sebagai bentuk represi karena membiarkan kelompok lain dari 
pendukung Jokowi melakukan penghadangan terhadap Neno Waris-
man. Begitupun dengan tidak mengeluarkan izin untuk deklarasi, juga 
bisa dilihat sebagai bentuk keberpihakan apratur negara dalam kontes-
tasi pemilihan presiden 2019. 

Dari dua kasus deklarasi yang terjadi di Surabaya dan Riau ter-
sebut, kekerasan bisa dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan fisik 
dan kekerasan simbolik. Kekerasan fisik terlihat dari tindakan represi 
dari pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, Banser, dan Aparat 
Kepolisian terhadap massa aksi. Sedangkan kekerasan simbolik terlihat 
dari pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kelom-
pok pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam melakukan 
penghadangan terhadap Neno Warisman maupun Ahmad Dani.  

Dengan menggunakan instrumen negara dan tekanan massa lewat 
ormas (Banser) pihak pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin sedang me-
mainkan maneuver politik untuk merespon maneuver yang dilakukan 
oleh kelompok pendukung Prabowo-Sandiaga. Secara garis besar, 
pihak pendukung Prabowo-Sandiaga menggunakan reasionalitas de-
mokrasi dan kebebasan berpendapat sebagai basis legitimasi tindakan 
untuk melakukan gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah, 
sedangkan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin menggunakan rasionalitas 
legal-formal dari kekuasaan Negara untuk melegitimasi tindakan de-
ngan mengganggap gerakan #2019GantiPresiden sebagai bentuk makar 
yang mengancam pemerintahan yang sedang berjalan. Atas dasar kedua 
rasionalitas yang berbeda tersebut, tindakan dari kedua bela pihak 
pendukung selalu berada dalam ketegangan (contention). 
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Simpulan 
Kemunculan gerakan #2019GantiPresiden pada dasarnya merupa-

kan sebuah contoh gerakan komunikasi politik organik yang terbangun 
dalam perpolitikan bangsa Indonesia. Gerakan #2019GantiPresiden 
tersebut menjadi simbol yang menjelaskan bagaimana pertautan antara 
kondisi politik, media sosial, dan khalayak dalam perpolitikan Indo-
nesia. Kemunculan gerakan tersebut terkait erat dengan momentum 
pemilihan presiden 2019, yang menghadirkan dua pasang calon, yaitu 
Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno 
sebagai kontestan dalam hajatan besar tersebut. Perkembangan gerakan 
#2019GantiPresiden ini menjadi gerakan organik yang mengalami 
eskalasi secara luas terjadi karena beberapa hal, yaitu; adanya dukung 
politik pada level elite, perkembangan teknologi informasi seperti me-
dia massa dan media sosial yang pesat, jaringan kepartaian, meman-
faatkan popularitas artis, dan liberalisasi politik.  

Adapun konsekunesi-konsekuensi yang mengikuti perkembangan 
gerakan #2019GantiPresiden ini adalah adanya tindakan represif yang 
dilakukan oleh sejumlah pihak. Dalam deklarasi di Surabaya dan di 
Riau, terjadi kekerasasn fisik berupa intimidasi, penghadangan, dan 
persekusi oleh Banser dan simpatisan pendukung psangan Jokowi-
Ma’ruf Amin, dan juga terjadi kekerasan simbolik yang berupa pem-
biaran oleh aparat kepolisian dan BIN terhadap simpatisan yang 
melakukan penghadangan sweeping terhadap masa aksi. Tindakan 
represif ini merupakan bentuk nyata dari buruknya komunikasi politik 
yang terbangun menjelang pilpres 2019. Selain itu, gerakan tersebut 
berdampak pada semakin terpolarisasinya elite dan terfragmentasinya 
masyarakat ke dalam dua kutub masing-masing pasangan. Baik tim 
sukses, relawan, tim siber, dan partai politik maupun khalayak terpilah 
ke dalam dua kubu yang berada dalam ketegangan satu sama lainnya. 
Dalam situsi tersebut, media tidak hanya sebagai watchdog bagi 
pemerintah, tetapi juga telah menjadi sarana propaganda politik. 
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Abstract:  This article discusses trends in the study of da'wah, 
specifically communication and Islamic broadcasting, which 
are discussed in scientific journals. This study uses a literature 
study approach to 11 journals published by the Islamic 
Communication and Broadcast Study Program in Indonesia. 
581 articles were determined to be the subject of research. 
Each article is mapped based on (1) the theme and subject of 
the study, (2) the data collection method, (3) the approach or 
theory used, (4) the reference source used. The results of the 
data analysis showed that most of the articles with the theme 
'Da'wah' from various platforms of various research subjects. 
This study opens a new paradigm in communication in 
general. This is marked by the enrichment of communication 
and broadcast theories through research in da'wah studies. 

Abstrak: Artikel ini membahas tren kajian ilmu dakwah, 
khususnya komunikasi dan penyiaran Islam yang dibahas 
dalam jurnal ilmiah. Studi ini menggunakan pendekatan studi 
literatur terhadap 11 jurnal yang diterbitkan oleh Program 
Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Indonesia. Terdapat 
581 artikel menjadi subjek penelitian. Setiap artikel dipetakan 
berdasarkan (1) tema dan subjek penelitian, (2) metode 
pengambilan data, (3) pendekatan atau teori yang digunakan, 
(4) sumber referensi yang digunakan. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa sebagian besar artikel bertemakan 
‘dakwah’ dari berbagai platform subjek penelitian yang 
beragam. Kajian ini membuka paradigma baru dalam 
komunikasi secara umum. Hal ini ditandai dengan adanya 
pengayaan teori-teori komunikasi dan penyiaran melalui 
penelitian dalam studi dakwah. 
Kata Kunci: Jurnal ilmiah, studi literatur, dakwah, komunikasi 
dan penyiaran Islam. 

 
 
 

 

                                                                 
1 Dosen Institut Agama Islam Negeri Tulungagung  



Tren Kajian Komunikasi Islam di Indonesia 

Jurnal Komunikasi Islam | Volume 09, Nomor 01, Juni 2019 | 83 

Pendahuluan  
Studi Komunikasi Islam telah berkembang sejak dibukanya Fa-

kultas Dakwah dan Publisitis di UIN Ar Raniry Aceh pada tahun 
1968. Program Studi tersebut semakin berkembang di berbagai per-
guruan tinggi Islam lainnya, baik swasta maupun negeri. Namun 
setelah lima puluh tahun, belum terdapat kajian yang memperhatikan 
bagaimana perkembangan, arah dan tujuan studi ini. Sebagian pro-
gram studi Komunikasi dan Penyiaran Islam memiliki misi untuk 
menghantarkan mahasiswanya memiliki skill yang dibutuhkan dalam 
dunia penyiaran. Sehingga, salah satu perguruan tinggi hanya mele-
takkan kemampuan menganalisis dalam studi komunikasi dan 
penyiaran sebagai kompetensi sekunder. Oleh karena itu, dibutuhkan 
kajian untuk mengetahui tren bidang studi KPI yang menjadi ciri 
khasnya dibanding dengan studi komunikasi pada umumnya.  

Kebijakan Pemerintah melalui permendiknas No. 22 tahun 2011 
tentang Terbitan Berkala Ilmiah telah mendorong perguruan tinggi 
untuk menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah. Hal ini mempermudah 
penelitian untuk menelusuri perkembangan studi KPI dari tahun ke 
tahun berdasarkan terbitan artikel berkala di berbagai jurnal KPI. Saat 
penelitian ini dilakukan terdapat puluhan Jurnal Komunikasi Islam 
yang terbit, meskipun sebagian belum menggunakan Open Journal 
System (OJS). Dengan menggunakan pendekatan literature review, 
penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi perkembangan 
studi KPI dari berbagai sudut pandang, seperti tema, subjek, pende-
katan, hingga metode penelitian. 

Tuntutan lain dalam pentingnya pemetaan studi komunikasi ini 
adalah perkembangan ilmu komunikasi yang semakin cepat dan 
kompleks. Studi komunikasi merupakan kunci dari kajian-kajian per-
ubahan sosial yang dipengaruhi tidak hanya oleh teknologi informasi, 
tetapi juga kultur serta dinamika kondisi masyarakat. Studi komunikasi 
dan studi komunikasi islam menjadi saling berkaitan dalam konteks 
Indonesia. Hal itu karena selain banyaknya perguruan tinggi islam 
yang telah mengembangkannya sebagai disiplin baru, keduanya juga 
telah saling melengkapi dalam menganalis berbagai persoalan, baik 
yang berhubungan dengan tema-tema dakwah (agama), sosial, eko-
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nomi, hingga politik. Lebih-lebih, Indonesia merupakan negara yang 
hampir semua aktivitas masyarakat hingga kebijakan publik negara 
dipengaruhi oleh pertimbangan keagamaan.  

Namun, studi komunikasi islam telah tertinggal jauh dalam pe-
metaan dari studi komunikasi pada umumnya. Sebagaimana dilakukan 
oleh beberapa ilmuan dalam bidang komunikasi untuk mengetahui 
seberapa efektif perkembangan studinya. Pada tahun 1979, Robert L. 
Nwankwo menuliskan tinjauan kritisnya terhadap beberapa buku 
tentang studi komunikasi kultural dalam artikelnya Intercultural 
communication: A critical review dalam Jurnal Quarterly Journal of 
Speech (Nwankwo, 1979). Sejak lahirnya studi komunikasi pada tahun 
1970, belum terdapat review yang komperhensif terhadap artikel-
artikel ilmiah yang terbit. Hal itu membuat Nino Andre Conley 
menguji artikel yang telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal pada 
rentang waktu dari Januari 2000 hingga Januari 2016. Dalam pe-
nelitiannya ditemukan bahwa model penelitian yang dilakukan se-
panjang 15 tahun sebagian besar merupakan penjelasan kembali 
terhadap teori-teori sebelumnya (Conley, 2017). Oleh karena itu, 
Nino menganjurkan agar ilmuan di bidang Komunikasi Intruksional 
mulai melihat disiplin ilmu lainnya sebagai inspirasi perkembangan 
studi tersebut.  

Dalam kasus lain, studi literature review dalam bidang komu-
nikasi juga digunakan untuk memetakan komunikasi yang berhu-
bungan dengan topik tertentu atau bahkan studi interdisiplin. Hal itu 
sebagaimana Ann Neville Miller yang menggunakan pendekatan 
systematic review terhadap berbagai literatur tentang resiko komunikasi 
selama masa-masa krisis pelayanan kesehatan (Miller, 2017). Di bidang 
bisnis, Mabel Zvobgo dan T.C. Melewar mereview artikel-artikel 
tentang Integrated Marketing Communication (IMC) yang digagas 
oleh Grein dan Gould di tahun 1996 serta Lerman dan Grein di tahun 
1999 (Zvobgo, 2011). 

Terinspirasi dari berbagai penelitian tersebut, kajian studi 
Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah berlangsung lima puluh 
tahun ini dapat dipetakan, setidaknya dalam delapan tahun terakhir, 
dimana segala bentuk perubahan teknologi komunikasi terjadi sangat 
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cepat. Artikel ini mengusung pertanyaan tentang bagaimana tren 
kajian komunikasi dan penyiaran Islam dari tahun 2011 hingga tahun 
2018. Pemetaan kajian ini berdasarkan publikasi artikel ilmiah di 
sebelas jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Komunikasi dan 
Penyiaran Islam baik di perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta. 

 
Paradigma Studi Komunikasi Islam  

Paradigma Komunikasi Islam digambarkan dengan integrasi 
keilmuan komunikasi dan nilai-nilai etika komunikasi dalam Islam. 
Bahkan, paradigma komunikasi Islam dinilai lebih dulu lahir dari pada 
ilmu komunikasi pada umumnya (Hefni, 2014). Selain itu, studi 
Komunikasi dan Penyiaran Islam juga menjadi program yang berpara-
digma praktis, dimana hasil studinya mampu mengembangkan kompe-
tensi profesi mahasiswa (Herdiana, 2016). Pada level praktis pula, studi 
Komunikasi Islam dituntut untuk memiliki perspektif dakwah Islam. 

Di tahun 2007, Gholam Khiabany mempertanyakan adakah 
sebenarnya Komunikasi Islam. Baginya, kehadiran Studi Komunikasi 
Islam hanyalah reaksi dalam usaha untuk menciptakan budaya ‘oten-
tik’ ketika masyarakat Islam berhadapan dengan eurosentrisme dan 
orientalisme pasca tahun 1989 (Khiabany, 2007). Budaya menjadi 
kategori penting dalam menjelaskan ilmu pengetahuan, salah satunya 
dengan munculnya gelombang baru pemikiran esensalis yang lahir 
dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam tesisnya, Gholam Khiabany, sebagai 
contoh di kawasan Iran, studi Komunikasi Islam menunjukkan klaim 
perbedaan dan perspektif tunggal ‘Islam’ pada kajian komunikasi.  

Klaim ‘exeptionalisme’ regional atau agama ini hanyalah satu ba-
gian dari sistem budaya global yang dengan sendirinya menyerukan 
esensialisasi kebenaran lokal dan yang mencoba untuk menunjukkan 
bagaimana teori universal budaya dan masyarakat tidak sesuai dengan-
nya. Oleh karena itu, Studi Komunikasi Islam tidak berhenti pada 
‘pergantian budaya’ ini, tetapi dapat dilihat sebagai bentuk alternatif 
untuk merekonstruksi modernitas atau perubahan teknologi informasi 
dengan model-model regional/agama tertentu. 

Sementara itu, dalam buku-buku ajar studi Komunikasi dan Pe-
nyiaran Islam menunjukkan kecenderungan pemaknaan secara khusus 
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sebagai etika komunikasi. Komunikasi Islam dijelaskan sebagai prinsip-
prinsip berkomunikasi sebagaimana nilai-nilai yang termaktub dalam 
ajaran Islam (Hossain, 1989; Amir, 1999; Muis, 2001). Secara khusus, 
Komunikasi Islam juga dibedakan dengan Komunikasi Barat (Taufik, 
2012). Dalam beberapa hal, komunikasi Barat dianggap tidak sesuai 
dengan nilai-nilai ke-Islaman, seperti kecenderungan manipulatif dan 
persuasive. Adapun Komunikasi Islam mendasarkan bentuk komu-
nikasi yang dialogis, jujur, dinamis dan apa adanya. Pada sudut pan-
dang ini, Komunikasi Islam dinilai memiliki keutamaan dalam etika 
dan nilai dibanding perkembangan komunikasi lainnya. 

Paradigma sebagaimana disusun Thomas Kuhn yang berpusat 
pada the centrality of exemplar memiliki argumen bahwa pencapaian il-
mu pengetahuan yang konkret akan menjadi model masa depan. Argu-
men tersebut berimplikasi pada konsep ‘penghapusan’ di mana ilmu 
pengetahuan yang baru akan mengganti ilmu pengetahuan yang sebe-
lumnya. Hal demikian menjadi persoalan karena setiap ilmu pengeta-
hun lahir dari suatu kondisi yang berbeda satu dengan yang lain. 
George Ritzer menegaskan bahwa revisi ilmu oleh ilmu yang datang 
belakangan berarti meniadakan sudut pandang dunia (Weltanschauung) 
yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut (Ritzer, 1975).  

Sudut pandang dunia ini memiliki unsur-unsur politis yang sulit 
jika digunakan sebagai ukuran revisi. Oleh karena itu, Ritzer dalam 
studi sosiologi, menawarkan pada rekonsiliasi paradigma-paradigma 
yang berbeda, dengan cara mengklarifikasi paradigma-paradigma, 
mempertimbangkan perdebatan politis antara pengikut berbagai para-
digma yang berbeda, juga mempertimbangkan kemungkinan resolusi 
konflik antar paradigma. Ritzer mendokumentasikan paradigma dalam 
tiga kelompok. Pertama, paradigma fakta sosial mencakup paradigma 
struktural-fungsionalisme. Kedua, paradigma definisi sosial meliputi 
teori aksi, teori simbolik interaksionisme, dan sosiologi fenomenologis. 
Ketiga, paradigma perilaku sosial meliputi behaviorisme (Ritzer, 1975). 

Sebagaimana perdebatan tentang paradigma tersebut, Kajian Ko-
munikasi Islam menjadi dilematis, jika hanya ditekankan pada perbe-
daannya dengan kajian komunikasi pada umumnya, atau kajian yang 
hanya menitikberatkan pada etika. Pertanyaan tentang mana yang 



Tren Kajian Komunikasi Islam di Indonesia 

Jurnal Komunikasi Islam | Volume 09, Nomor 01, Juni 2019 | 87 

terdahulu antara Studi Komunikasi dan Studi Komunikasi Islam tidak 
akan terselesaikan, pun juga kurang relevan jika tidak dilihat kondisi 
‘sudut pandang dunia’-nya. Ole h karena itu, penelitian ini menggu-
nakan metode ‘literature review’ untuk menggambarkan paradigma 
studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam sudut pandang Keisla-
man dan Keindonesiaan. Maka, pertanyaan yang tepat adalah bagai-
mana Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam berkembang dalam 
konteks ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an dalam delapan tahun ter-
akhir melalui publikasi ilmiah. Jawaban atas pertanyaan tersebut 
diharapkan akan membuka alternatif baru setelah dibandingkan de-
ngan perkembangan kajian komunikasi pada umumnya maupun kajian 
komunikasi secara khusus di bidang lainnya.  

 
Kajian Literature Review  

Penelitian yang menggunakan pendekatan literature review pada 
publikasi ilmiah di Indonesia masih sangat sedikit, khususnya dalam 
studi komunikasi. Di Indonesia, penelitian berbasis pemetaan artikel 
atau publikasi ilmiah ditemukan di beberapa bidang, antara lain di 
bidang sastra, sosial, industri hingga kedokteran. Di ilmu sosial misal-
nya terdapat penelitian pemetaan tentang publikasi tematik terkait 
agama dan bencana. Penelitian tersebut ditulis oleh Lotte Kemkens 
dari Universitas Wageningeng dalam bukunya berjudul On the Con-
nections between Religion and Disaster: Literature Review (Kemkens, 
2013). Di bidang studi yang hampir sama, Suzannah Evans Comfort 
menulis systematical review tentang Komunikasi Lingkungan dimana 
bidang studi ini telah berkembangan sejak 1990 (Comfort, 2018). 
Literature Review juga digunakan untuk memetakan penggunakan 
teknologi informasi dalam perspektif Islam sebagaimana ditulis oleh 
Waleed Mugahed Al-Rahmi (2016). Artikel tersebut melakukan kajian 
terhadap 155 artikel ilmiah yang berhubungan dengan teknologi infor-
masi sejak tahun 1992 hingga 2016 yang diterbitkan di Iran.  

Di bidang sastra penelitian berbasis literature review antara lain 
penelitian tentang perkembangan literasi modern Indonesia. Ibnu 
Wahyudi menulis artikel berjudul The Circumstances of Early Modern 
Indonesian Literature: A Preliminary Study di jurnal International Area 
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Review (Wahyudi, 1998). Selain itu, di bidang kritik sosial, 
terdapat penelitian literature review tentang kekerasan seksual 
terhadap anak ditulis Lauren Rumble, Ryan Fajar Febrianto, 
Melania Niken Larasati, Carolyn Hamilton, Ben Mathews, 
dan Michael P. Dunne, berjudul Childhood Sexual Violence in 
Indonesia: A Systematic Review terbit di Journal Trauma, 
Violence & Abuse (Rumble, Febrianto, Larasati; 2018). Pene-
litian tersebut mengambil database dari berbagai jurnal, 
website, laporan institusi atau universitas baik nasional mau 
pun internasional yang membahas tentang kekerasan seksual 
terhadap anak di Indonesia. Sebagian besar riset berbasis lite-
rature review di Indonesia dilakukan di bidang studi kedok-
teran dan kesehatan, seperti artikel yang ditulis oleh C.N. 
Rachmi dan Alison Baur yang meneliti literatur terkait obe-
sitas di Indonesia berjudul Overweight and obesity in Indo-
nesia: prevalence and risk factorsda literature review di The Ro-
yal Society of Public Health (Rachmi, Baur, 2017) dan 
analisis implementasi kemajuan kesehatan di Indonesia ditulis 
Efa Apriyanti (2018). 

Penelitian Tren Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam 
menambahkan dereten kajian dengan pendekatan literature 
review. Namun, penelitian ini memberikan warna baru dalam 
Kajian Komunikasi Islam. Pertama, penelitian ini terfokus di 
bidang studi komunikasi dan penyiaran Islam yang belum ada 
penelitian dengan pendekatan yang sama. Sebelumnya, belum 
terdapat penelitian dengan pendekatan systematic review ter-
hadap artikel ilmiah di bidang komunikasi Islam. Hal ini 
karena Komunikasi Islam sebagai program studi hanya dite-
mukan di beberapa negara saja, salah satunya Indonesia. Ke-
dua, penelitian ini menunjukkan karakter khas Kajian komu-
nikasi Islam dari kajian komunikasi lainnya.  

 
Artikel ini berusaha untuk menggambarkan kembali pa-

radigma komunikasi Islam melalui produk-produk penelitian 
dalam bentuk artikel jurnal. Subjek penelitian ini sebanyak 

Metodologi 
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581 artikel ilmiah di 11 jurnal yang sudah menggunakan Open Journal 
Systemn (OJS) di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam sejak tahun 
2011 hingga 2018. Dalam melakukan pendataan, artikel sebelumnya 
dipastikan terlebih dahulu untuk (1) dapat diakses, (2) tidak terulang 
pada publikasi lainnya, (3) sesuai dengan tema Komunikasi dan 
Penyiaran Islam. Kemudian, artikel-artikel tersebut akan 
diklasifikasikan berdasarkan penulis, metode penelitian, kerangka 
pemikiran atau pendekatan teoritis, jenis dan sumber referensi yang 
digunakan, dan tema serta subjek penelitian. 

Jumlah artikel dalam tiap jurnal berbeda-beda sesuai jumlah jur-
nal yang diterbitkan. Meski demikian, jumlah artikel dalam jurnal 
yang terbit terlebih dahulu belum tentu jumlahnya lebih banyak dari 
jumlah artikel dari jurnal yang terbit kemudian. Hal itu dipengaruhi 
oleh bahwa tidak setiap artikel jurnal akan sesuai dengan tema-tema 
Komunikasi dan Penyiaran Islam. Terdapat jurnal yang meski pun 
dalam identitas jurnalnya disebutkan sebagai jurnal dakwah dan komu-
nikasi, beberapa di antaranya juga mempublikasikan artikel bidang stu-
di lain. Selain itu, jumlah artikel juga dikurangi artikel yang diterbit-
kan berulang dalam jurnal yang sama. Berikut gambaran perkemba-
ngan artikel ilmiah di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam:  

 

 
Grafik 1 ‘Perkembangan Artikel Ilmiah’ 
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Seluruh artikel yang telah terkumpul akan dipetakan dengan pen-
dekatan literature review. Literature review mengkombinasikan dua hal, 
yakni fokus dan tujuan dalam literatur ilmiah. Terdapat dua cara da-
lam melakukan literature review. Pertama, literature review yang biasa-
nya disebut dengan research synthetis, integrative research review, atau 
research review. Research synthesis fokus pada penelitian empirik serta 
meringkas penelitian terdahulu dengan menggambarkan berbagai pro-
ses investigasi atau hipotesa yang berbeda berbeda atau identik satu 
dengan yang lain. Harapannya dengan melakukan Research synthetis ini, 
maka penelitian dapat mempresentasikan pengetahuan baru dari 
bentuk-bentuk relasi penelitian dan untuk menggarisbawahi isu-isu 
yang penting pada penelitan yang belum terselesaikan. Dari sudut 
pandang pembaca, sebuah research synthetis berupaya untuk “replace 
those earlier papers that have been lost from sight behind the research 
front” (Cooper, 1988) dan untuk mengarahkan penelitian di masa de-
pan sehingga menghasilkan informasi baru. 

Tipe kedua, literature review yang dikenal dengan theorytical re-
view. Di sini, reviewer mempresentasikan teori-teori yang ditawarkan 
untuk menjelaskan fenomena-fenomena tertentu dan membanding-
kannya baik kedalamannya, konsistensinya atau gaya dalam mempre-
diksi hasil-hasil penelitian. Theoritical review biasanya berisi tentang 
deskripsi eksperimen penelitian yang telah dilakukan atau bahkan di-
sarankan, penilaian tentang teori mana yang paling kuat dan konsisten 
dengan hubungan yang diketahui, dan kadang-kadang reformulasi atau 
integrasi atau kedua gagasan abstrak dari teori yang berbeda. 

Pada penelitian ini, maka akan lebih banyak menggunakan litera-
ture review tipe pertama, yang menitikberatkan pada tema atau subjek 
kajian penelitian. Oleh karena itu, seluruh data yang terkumpul dikla-
sifikasikan menurut subjek penelitian dengan pertanyaan sebagai beri-
kut: topik apa sajakah yang dibicarakan atau diteliti oleh artikel-artikel 
tersebut? Kontribusi apa sajakah yang telah diberikan oleh peneliti?  

Seluruh tema dan subjek penelitian dalam artikel yang diterbitkan 
selama delapan tahun terakhir akan menunjukkan perkembangan dari 
tahun ke tahun. Kemudian, hasil tersebut akan dibandingkan dengan 
perkembangan tema dari beberapa jurnal yang memiliki kecenderu-
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ngan sama dengan perkembangan tema pada umumnya, 
atau sebaliknya memiliki kecenderungan yang berbeda.  

 
Perkembangan studi komunikasi dan penyiaran Is-

lam masih banyak diwarnai dengan tema tentang dakwah. 
Meskipun demikian, platform media sebagai subjek pene-
litian sudah beragam, dimulai dari media cetak, kemudian 
media elektronik, media online, hingga media sosial. Di 
antara artikel penggunaan frase Komunikasi Islam meru-
juk pada pengertian dakwah, jurnalisme perdamaian, 
hingga komunikasi Islam. 

Berikut akan dijelaskan sebagian dari jurnal yang di-
teliti dengan pertimbangan (1) jurnal yang memiliki jum-
lah artikel terpublikasi terbanyak dan (2) jurnal yang me-
miliki tingkat keragaman subjek dan tema tinggi. Jurnal 
tersebut antara lain Jurnal Komunikasi Islam UINSA, Jur-
nal Komunika IAIN Purwokerto, dan Jurnal At-Tabsyir 
IAIN Kudus, dan Jurnal Al-Bayan UIN Ar-Raniry. 

Bidang komunikasi dan penyiaran dijelaskan sebagai 
sarana penyiaran dakwah. Oleh karena itu, penelitian yang 
berkembang pun subjeknya disesuaikan dengan tren tek-
nologi informasi saat itu. Pada saat banyaknya jurnal mu-
lai dipublikasikan secara online, di tahun 2013, subjek 
penelitian dimulai dari kajian media elektronik seperti 
televisi dan radio. Kemudian, memasuki tahun 2015 hing-
ga 2017, mulai bergeser pada media cetak dan media in-
ternet. Meskipun perkembangan ini hanya dapat dilihat di 
beberapa jurnal yang konsisten menerbitan artikelnya, 
yakni Jurnal Komunikasi Islam UINSA, Jurnal Komunika 
IAIN Purwokerto, dan Jurnal At-Tabsyir IAIN Kudus. 
Dengan adanya subjek penelitian yang berbeda, kajian ko-
munikasi islam tidak hanya berhenti pada tingkat teoritis 
tetapi juga dapat mengevaluasi proses dakwah sesuai de-
ngan perkembangan tekonologi komunikasi dari tahun ke 
tahun. 

Hasil dan 
Pembahasan 
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Berikut tabel perkembangan subjek dan tema artikel Jurnal Ko-
munikasi Islam UINSA:  

 

 
Grafik 2 ‘ Tema dan subjek artikel di JKI UINSA’ 

 
Selain subjeknya, tema kajian juga nampak mulai beragam di ta-

hun 2013. Jika sebelumnya kajian komunikasi Islam memiliki kecen-
derungan untuk menggarisbawahi sisi etika dalam berkomunikasi yang 
Islami, maka pada perkembangannya, kajian komunikasi mulai mema-
hami bahwa komunikasi tidak dapat lepas dari proses sosial lain, seperti 
ekonomi, politik, budaya hingga isu-isu gender yang mempengaruhi 
bentuk etika komunikasi dan nilai-nilai ke-Islam-an.  

Klasifikasi kerangka teori atau kerangka pemikiran dalam perse-
baran artikel di Jurnal Komunikasi Islam UINSA ini menunjukkan 
tingkat keragaman yang tinggi. Oleh karena itu, klasifikasi ini tidak da-
lam rangka menyederhanakan kompleksitas teori yang digunakan. 
Secara umum, Jurnal Komunikasi Islam mampu menyajikan keseim-
bangan pendekatan teori dari berbagai aspek, di antaranya, 27 artikel 
menggunakan pendekatan sosiologis, 22 artikel menggunakan pende-
katan teologis, 18 artikel menggunakan pendekatan analisis wacana, 
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analisis isi, serta framing, dan 9 artikel menggunakan pendekatan filsa-
fat. Dimulai dari angka terkecil, salah satu contoh penggunakan pen-
dekatan filsafat, antara lain kajian untuk menemukan teori kebenaran 
dalam berkomunikasi, menggunakan Hermeneutika Gadamer untuk 
menganalisis pesan dakwah, dan lain sebagainya. Adapun pendekatan 
sosiologis lebih banyak merujuk pada tema-tema jurnalisme dalam 
dunia pers dan media hingga tingkat literasi media pada sekelompok 
komunitas. Adapun pendekatan teologis merujuk pada penyusunan 
dasar-dasar pengetahuan khususnya pada bidang Komunikasi islam, di 
antaranya tentang pesan Al Quran dalam menyikapi berita Hoax.  

Jurnal ini juga memiliki tingkat keragaman tema dan subjek arti-
kel yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Jika di awal pener-
bitan jurnal ini hanya menggunakan sudut pandang teologis dan 
dakwah, pada tahun berikutnya mulai memberi ruang pada tema-tema 
sosial, budaya, gender, dari berbagai platform media dari media online 
di awal tahun 2012, media cetak yang terfokus di tahun 2013 hingga 
2015, media elektronik di tahun 2012 hingga 2014, hingga media 
sosial di tahun 2016. Beberapa teori/konsep yang digunakan adalah 
teori sosiologi Komunikasi yang ditulis oleh Burhan Bungin, teori 
communitarian yang telah dibangun oleh Hamid Mowlana dan Wil-
son, kajian gender, komunikasi psikologis, dakwah internet, konsep 
jurnalisme sastra dan lain sebagainya dan khusus tahun 2015 Jurnal 
Komunikasi Islam banyak bertemakan konsep komunikasi dan dialog 
antar umat beragama, konsep dakwah inklusif, dan Islam nusantara. 
Penggunaan media sebagai subjek penelitian, menuntut penulis artikel 
menggunakan banyak teori analisis wacana seperti teori A. Teun Van 
Djik, analisis framing dari Gamson Modigliani, dan hermeneutika 
Gadamer Receour. 

Tema paling menarik berkaitan dengan paradigma Komunikasi 
Islam yang muncul dalam jurnal ini adalah adanya sejumlah artikel 
yang menjelaskan tentang teori komunikasi, dimana salah satunya 
menegaskan bahwa komunikasi Islam dimaknai secara literal sebagai 
dakwah. Namun, pada perkembangannya, komunikasi Islam diperluas 
maknanya sebagai jurnalisme perdamaian, komunikasi dengan nilai-
nilai keislaman, hingga komunikasi transidental. Terdapat salah satu 
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artikel yang merujuk Komunikasi Islam dari sisi kurikulum yang dite-
rapkan dalam Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang 
harus berorientasi pada operasi teknis dalam dunia kerja. Implikasinya, 
tuntutan pasar menjadi prioritas utama dalam mengembangkan kuri-
kulum, sedangkan nilai-nilai keislaman dimaknai hanya sebagai dasar 
semangat atas pengaplikasian operasi teknis tersebut. 

Perkembangan tema dan subjek yang dinamis juga ditunjukkan 
pada Jurnal Komunika IAIN Purwokerto. Jumlah penulis di Jurnal 
Komunika sulit untuk ditentukan, karena banyaknya penulis yang 
sama mengirimkan beberapa artikel bahkan muncul di setiap edisi. 
Nama yang mengirim naskah dan selalu dipublikasikan secara ber-
ulang, seperti AM yang memiliki 6 artikel di jurnal ini, EA (6 artikel), 
AS (4 artikel), UUs (3 artikel) dan beberapa nama lainnya. Secara 
umum, jumlah penulis laki-laki lebih banyak (66 %) dari jumlah 
penulis perempuan (34 %). Dari 67 artikel yang diterbitkan dan sesuai 
dengan bidang studi KPI, artikel yang relevan justru ditemukan di 
tahun 2011 dan semakin menurun jumlah artikelnya di tahun 2012 
hingga 2014 dan kembali membaik di tahun 2015 hingga 2017.  

Di awal tahun 2011, banyak artikel menarik yang memiliki nilai 
sitasi yang tinggi, misalnya artikel yang ditulis oleh RN dengan nilai 
sitasi 6. Dia menulis tentang konstruksi identitas muslim dengan pen-
dekatan Michelle Foucault. Namun, masuk di tahun 2013, artikel 
relevan berkurang, dan diganti dengan artikel lainnya yang justru tidak 
memberikan kontribusi penting dalam bidang komunikasi.  

Di tahun yang sama, kajian wacana menjadi favorit para penulis, 
salah satunya artikel yang menjelaskan tentang teori analisis wacana 
Van Dijk. Selain itu, juga terdapat artikel yang menggunakan teori 
framing analysis model dari Gamson dan Modigliani untuk membaca 
fenomena Islam Liberal di media online. Bahkan, terdapat artikel yang 
mengkaji film dengan sudut pandang semiotika. Edisi tahun 2011, 
merupakan edisi yang menggabungkan antara pendekatan filsafat dan 
analisis wacara untuk mengkaji beberapa fenomena keagamaan khusus-
nya Islam di media.  
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Grafik 3 ‘Tema dan subjek di Jurnal Komunika IAIN Purwokerto’ 

 
Metode literatur digunakan di 40 artikel yang diterbitkan atau se-

kitar 63 % dari seluruhnya. Jurnal ini banyak memasukkan artikel 
yang tidak berhubungan dengan studi komunikasi, di antaranya ten-
tang pendidikan konseling, ilmu tafsir, filsafat agama, dan lain sebagai-
nya. Hal itu menyebabkan beberapa artikel yang relevan pun tidak 
memberikan kontribusi yang siginifikan. Di awal tahun 2013, Jurnal 
Komunika hanya memiliki 6 dari 19 artikel jurnal yang relevan, itu 
pun semua menggunakan pendekatan literatur untuk membahas etika 
jurnalistik, dakwah kepada remaja, dan membangun komunikasi 
interpesonal. Salah satu artikel yang serius adalah kajian tentang teori 
semiotika negativa S.T. Sunardi yang digunakan untuk menganalisis 
representasi ideologi melalui acara dangdut di sebuah stasiun televisi.  

Tahun 2015, artikel yang relevan bertambah 3, yakni 9 dari 19 
artikel, salah satunya melanjutkan kajian semiotika, menggunakan 
teori semiotika Charles Sanders Peirce untuk menganalisis sebuah lirik 
lagu. Beberapa di antaranya masih membahas tentang beberapa konsep 
dengan pendekatan literatur, konsep transformasi diri dalam komuni-
kasi Islam, kritik terhadap serial kartun anak yang mengandung gam-
baran pornografi melalui konsep etika komunikasi, dan strategi dak-
wah dosen di lingkungan IAIN Purwokerto. 
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Pendekatan filsafat mendominasi di tahun 2011 bersamaan de-
ngan digunakannya pendekatan analisis wacana/semantik/framing 
sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun, arah tersebut mengalami 
perubahan yang signifikan memasuki tahun 2012 yang dipenuhi de-
ngan kajian komunikasi psikologi, yang hampir tidak dapat dibedakan 
sebagai kajian studi bimbingan konseling. Bahkan, hanya ditemukan 6 
artikel yang relevan dari 19 artikel yang diterbitkan. Contoh artikel 
yang memiliki tema ganda yang cukup dilematis untuk diklasifikasikan 
adalah (1) artikel tentang komunikasi setara untuk mencapai keluarga 
yang harmonis, dimana di dalamnya dijelaskan beberapa model terapi. 
(2) konsep komunikasi keluarga, yang di dalamnya membahas tentang 
teori kecerdasan. Kata ‘komunikasi’ menjadi makna yang sangat 
umum. Tema lain di tahun 2012, membahas tentang konsep komuni-
kasi dan dakwah, seperti dakwah multikultural, agama dalam komplek-
sitas ideologi media massa, dan kebenaran dalam berkomunikasi.  

Jika jurnal lain mulai menyeimbangkan pendekatan teologi untuk 
kajian komunikasi dengan pendekatan sosiologi dan analisis wacana, 
maka jurnal Komunika justru sebaliknya. Pendekatan teologi menguat 
di tahun 2015 dan mulai berkurang dengan nilai seimbang dengan 
pendekatan sosiologi di tahun 2017. Artikel yang menarik di tahun 
2015, terdapat kajian tentang strategi dakwah Hizbut Tahrir, kajian ini 
menggunakan metode literatur, dengan sudut pandang teologis, 
sehingga yang dilakukan adalah mengkaji dalil-dalil metode dakwah 
yang digunakan Hizbut Tahrir. Namun, kajian itu tidak dibarengi 
dengan kritik analisis sosial, konteks, maupun sudut pandang lain, 
yang membuat artikel ini tidak berbeda dengan tafsir tematik. Tahun 
2017, perspektif tersebut mulai berubah. Hal itu dipengaruhi oleh 
subjek penelitian yang menyesuaikan dengan platform baru dalam 
realitas komunikasi global, seperti era digital, televisi, media online dan 
media sosial. Kajian media sosial dicerminkan dalam tiga artikel yang 
membahas tentang bullying anak dan pembentukan identitas remaja. 
Namun sekali lagi, batas kajian antara komunikasi islam dan konseling 
semakin sulit ditegaskan.  
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Berbeda dengan dua jurnal sebelumnya, Jurnal At-Tabsyir IAIN 
Kudus yang dipublikasikan melalui OJS pada tahun 2013 hampir 
seluruhnya bertemakan dakwah. 

 

 
Grafik 4 ‘Tema dan subjek di jurnal At-Tabsyir IAIN Kudus’ 

 
Terdapat 76 penulis untuk 75 artikel di Jurnal At Tabsyir yang 

terdiri atas perempuan sejumlah 29 penulis dan laki-laki 47 penulis. Di 
setiap tahun jumlah penulis berimbang antara penulis laki-laki dan 
penulis perempuan, bahkan di tahun 2015 jumlah penulis perempuan 
di atas 50 %. Nilai sitasi tertinggi adalah FL dengan artikel yang mem-
bahas tentang cara berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. 
Tema ini cukup dilematis dalam mengelompokkan apakah tema ter-
sebut masih berhubungan dengan tema komunikasi, atau bahwa kajian 
psikologi ini hanya karena menggunakan kata “komunikasi“ dalam 
keyword yang masuk dalam tema komunikasi. Apakah teori komuni-
kasi digunakan dalam kajian psikologi atau sebaliknya, teori psikologi 
digunakan dalam kajian komunikasi. Lepas dari dilema tersebut, ter-
dapat banyak artikel dengan nada sejenis yang tersebar tidak hanya di 
Jurnal At-Tabsyir tetapi juga di jurnal lainnya.  
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Dari 76 artikel hanya 8 artikel yang disitasi. Artikel kedua dengan 
nilai sitasi tinggi (5) sitasi, ditulis oleh IR, yang menyusun paradigma 
dakwah di zaman modern. Kajian ini menambahkan literatur baru 
yang merujuk pada perkembangan kajian Komunikasi Islam, yang ti-
dak hanya menggunakan tema “komunikasi islam” tapi secara literal 
penggunaan kata “dakwah” dan tantangan baru pada dunia modern. 
Artikel yang memiliki nilai sitasi, sebagian banyak bertemakan dakwah, 
dari mulai perkembangan dakwah, dakwah dengan pendekatan Sufis-
tik, hingga pembangunan nilai-nilai solidaritas dengan menggunakan 
metode berdakwah. Karena jurnal ini sebagian besar bertemakan dak-
wah, maka referensinya pun tidak jauh dari tema-tema tersebut. Selain 
buku Ilmu Dakwah Ali Aziz, buku Metode Pengembangan Dakwah 
Asep Muhyiddin (13 artikel), Buku Komunikasi Dakwah Wahyu Ilaihi 
(di 10 artikel) dan Buku Komunikasi Penyiaran Islam Asep Kurniawan 
(5 artikel) juga banyak menjadi rujukan.  

Tema dakwah hampir menjadi tema favorit di setiap tahun, na-
mun yang menarik adalah subjek kajiannya. Terdapat subjek kajian 
media online sejak tahun 2013 yang kemudian di tahun 2014 diikuti 
oleh subjek media sosial hingga tahun 2016. Hal itu tanpa mening-
galkan subjek kajian media elektronik di sepanjang tahun hingga akhir 
2016. Hal ini mengindikasikan bahwa dakwah menjadi tema peneli-
tian dimana subjek penelitiannya adalah berbagai media baik media 
cetak (12 artikel), media online (6 artikel)), elektronik (13 artikel), 
hingga media sosial (5 artikel).  

Beberapa tema selain tema dakwah yang muncul di Jurnal At-
Tabsyir antara lain tentang negosiasi pemilik media televisi dengan 
peraturan perundang-undangan tentang pers dan penyiaran, komuni-
kasi edukatif dan kontroversi pemberitaan majalah Charlie Hebdo. 
Jurnal At-Tabsyir memiliki kecenderungan tematik terhadap makna 
kajian komunikasi dan penyiaran Islam ke dalam tema dakwah yang 
mewarnai hampir seluruh artikel yang diterbitkan. Kelebihan dari jur-
nal ini adalah tema dakwah tersebut berhasil dipresentasikan dalam 
berbagai penelitian dengan beragam kerangka teori dari sudut pandang 
sosiologi, teologi, hingga analisis wacana. Selain itu, subjek penelitian 
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juga berasal dari berbagai platform media, dari majalah, koran, radio, 
televisi, situs media massa online, hingga penggunaan media sosial.  

Kondisi yang sama dengan Jurnal Komunika dan Jurnal At-
Tabsyir juga dialami oleh Jurnal Al-Bayan UIN Ar Raniry, yakni seba-
gian di antara artikel yang diterbitkan tidak memiliki relevansi yang 
signifikan terkait kajian komunikasi dan penyiaran. Jurnal Al-Bayan 
dipublikasikan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-
Raniry. Jurnal ini telah menerbitkan 6 edisi dalam 5 lima tahun. Secara 
keseluruhan terdapat 81 artikel, namun hanya 78 artikel yang diteliti, 
karena tiga di antaranya adalah artikel yang diterbitkan secara ber-
ulang. Dari 78 artikel tersebut, 31 di antaranya tidak memiliki relevan-
si terhadap tema komunikasi dan penyiaran Islam. Jumlah itu merupa-
kan 40 % dari seluruh artikel yang diterbitkan. Sebagian besar tema 
yang tidak berhubungan menulis kajian tentang konseling, psikologi, 
advokasi, dan lain sebagainya.  

 

 
Grafik 5 ‘Tema dan subjek di Jurnal Al-Bayan UIN Ar-Raniry’ 

 
Tema yang menarik dari jurnal ini antara lain terdapat artikel 

yang membahas tentang pengaruh kisah israilliyat dalam metode ber-
dakwah, juga terdapat artikel yang menganalisis tentang stratgei dak-
wah jamaah tabligh yang sempat populer di tengah masyarakat urban, 
bahkan muncul artikel tentang strategi komunikasi di warung kopi se-
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bagai sarana dakwah yang efektif. Namun, jurnal ini tidak banyak 
memberikan penelitian menggunakan berbagai platform media, hanya 
sedikit sekali penelitian berdasarkan media cetak, dan beberapa artikel 
yang membahas tentang teori komunikasi, seperti konsep komunikasi 
antar budaya dan etika komunikasi efektif. Dengan demikian, Jurnal 
Al-Bayan UIN Ar-Raniry menunjukkan tema dakwah yang homogen 
dengan keterbatasan platform media sebagai subjek penelitian, tetapi 
memiliki pendekatan kerangka teori yang lebih beragam khususnya 
dalam sudut pandang sosiologi komunikasi. 

Namun sayangnya, gambaran penyebaran tema dan subjek secara 
keseluruhan tidak menunjukkan dinamika yang beragam dan kom-
pleks seperti Jurnal Komunikasi Islam, Jurnal Komunika, maupun Jur-
nal At-Tabsyir. Keragaman tema dan subjek kajian hanya dipengaruhi 
oleh jumlah artikel yang yang dipublikasikan. Hal yang jelas dan 
konsisten adalah tema kajiannya adalah dakwah. Beberapa tema lain 
yang cukup konsisten untuk muncul adalah komunikasi psikologis 
atau kesehatan dan tema penelitian yang berhubungan dengan budaya 
dan sosial kemasyarakatan, serta hal-hal yang berhubungan tentang 
jurnalistik. Berikut gambaran umum tema dan subjek kajian komu-
nikasi dan penyiaran Islam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 6 ‘Tren studi Komunikasi dan Penyiaran Islam’ 
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Berdasarkan tabel di atas tema-tema yang diklasifikasikan secara 
(meskipun) sederhana menggambarkan selalu muncul di tiap tahun de-
ngan intensitas yang berbeda. Dimana tema tersebut dari tahun ke 
tahun jumlah kajiannya semakin banyak dengan bertambahnya pula 
jumlah jurnal khususnya di awal tahun 2013, yang kemudian jumlah 
artikel pun semakin kaya hingga tahun 2016. Tema dakwah menjadi 
tema dominan hingga hampir memenuhi 50 % tema dibanding de-
ngan setengah tema lainnya terdiri atas beragam tema dan subjek ber-
beda. Perlu dipehatikan, bahwa tema dakwah juga memiliki irisan de-
ngan subjek penelitian. Misalnya, banyaknya penelitian dengan subjek 
yang dakwah dalam berbagai plaform. Penelitian yang demikian me-
nuntut kajian teori tentang analisis wacana, analisis isi, framing dan 
semiotika sebagai alat analisis utama.  

Dalam tema dakwah lainnya, banyak menggunakan metode lite-
ratur untuk menyusun teori-teori dakwah konvensional dalam meng-
hadapi perubahan zaman. Hal itu dipresentasikan dalam konsep-kon-
sep baru, seperti dakwah era digital, dakwahteintment, cyber dakwah, 
dakwah multuktur, dakwah antar agama dan dakwah sufistik. Di awal 
tahun, teori-teori dakwah banyak diisi dengan kajian-kajian teologis, 
sejarah dakwah nabi, tafsir ayat-ayat dakwah, dan kajian filosofis dari 
dakwah. Hal demikian dapat dimengerti sebagai upaya untuk me-
nyusun landasan teori pada perkembangan ilmu dakwah selanjutnya.  

Adapun penelitian yang bersifat kualitatif sosiologis sedikit me-
nunjukkan perkembangan yang signifikan. Beberapa di antara artikel 
berhasil menggunakan pendekatan interdispliner untuk mengintegrasi-
kan antara komunikasi dan studi bidang lainnya. Namun tidak sedikit 
jurnal yang memaksakan untuk menerbitkan artikel kurang relevan 
karena adanya jurusan lain yang mempengaruhi studi komunikasi, se-
perti studi konseling dan bimbingan, studi psikologi, studi filsafat dan 
studi tafsir. Sehingga ada dimana tema dan subjek terkesan dilematis, 
seperti penelitian tentang ‘motivasi mahasiswa di program studi KPI. 
Alternatifnya untuk kajian interdisipliner adalah kasus-kasus yang ber-
sifat persoalan sosial, tidak hanya dilihat dengan satu sudut pandang 
tertentu, tetapi juga dapat menggunakan teori kritik sosial yang dikola-
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borasikan dengan teori komunikasi dan dakwah dalam menangkap dan 
menganalisis fenomena.  

Kajian dengan tema yang memiliki nilai antropologis juga hampir 
tidak mendapatkan perhatian, seperti kajian dakwah-dakwah kultural 
di masyarakat tradisional dan kajian tentang pola komunikasi suku-
suku/komunitas tertentu. Bahkan kajian etnografi digital juga sudah 
muncul sebagai salah satu alternatif landasan teori dalam mengkaji 
studi komunikasi dan penyiaran islam. Kajian ini salah satunya 
menggunakan pendekatan Social Network Analysis. Pendekatan ini di 
tahun 2014, digunakan untuk menganalisis sentimen politik pada saat 
pemilihan presiden. Platform komunikasi saat ini bahkan tidak tung-
gal. Segala media komunikasi saling mempengaruhi, baik dari media 
cetak, media elektronik, dan media digital. Oleh karena itu, kajian 
studinya pun akan menjadi kurang komprehensif jika hanya terfokus 
pada satu platform tanpa mempertimbangan platform lainnya dalam 
penyebaran informasi. Hal demikian membutuhkan tidak hanya ke-
mampuan dalam kajian teori dalam penelitian, tetapi juga didukung 
skill penggunaan teknologi informatika lain, seperti dari pengetahuan 
dasar software penelitian topik dalam media hingga skill dalam meng-
gunakan SNA.  

 
Simpulan  

Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam menunjukkan keragaman 
paradigma yang digunakan, meskipun secara tidak langsung menun-
jukkan kesepakatan tentang hubungan langsung antara frase ‘komu-
nikasi Islam’ dengan ‘dakwah’. Makna dakwah pun tidak hanya ten-
tang penyampaian pesan agama kepada masyarakat, tapi mulai diha-
dapkan bentuk masyarakat baru yang berubah baik karena faktor 
modernisasi, globalisasi hingga digital. Sebagaimana landasan teori pe-
nelitian ini, bahwa tumbuhnya paradigma ilmu pengetahun sosial 
tidak dalam upaya untuk merevisi capaian sebelumnya. Hal ini mene-
gaskan pendapat George Ritzer yang mengatakan bahwa pengetahuan 
yang berkembang memiliki latar belakang kepentingan berdasarkan 
sudut pandang dunia di masanya.  
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Abstract: This paper examines the relationship between 
da'wah and politics based on a symbiotic paradigm. Through 
a historical-critical approach, this paper found that the rela-
tionship between da'wah and politics has an inseparable 
relationship. Historically, the Prophet Muhammad and the 
Muslim scholars have practised a symbiotic pattern of political 
da'wah. In this context, da'wah conducted within the frame of 
idealism, which is to spread the goodness of religious 
teachings. In this regard, various benefits and goodness for the 
community and get the pleasure of God. Furthermore, 
political propaganda emphasizes balance and benefit for the 
people. Therefore, propaganda and political symbiosis, at a 
certain level, have given room for the development of demo-
cracy. In this regard, it is necessary to have a proselytising 
management approach. 

Abstrak: Tulisan ini mengkaji relasi dakwah dan politik dalam 
paradigma simbiotik. Melalui pendekatan historis-kritis, tuli-
san ini menemukan bahwa hubungan dakwah dan politik 
mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan. Secara historis, 
Rasulullah daan para ulama telah memeratekkan pola dakwah 
politik simbiotik. Dalam konteks ini, dakwah berada dalam 
bingkai idealisme, yakni menyebarkan kebaikan ajaran aga-
ma. Jika dakwah dilakukan melalui politik, maka orientasinya 
adalah berbagai keuntungan dan kebaikan untuk masyarakat 
dan mendapat ridha Tuhan. Lebih dari itu, dakwah politik 
dalam secara keislaman menekankan pada keseimbangan dan 
kemaslahatan rakyat. Oleh karenanya, simbiosisme dakwah 
dan politik, pada level tertentu, dipandang telah memberi 
ruang bagi berkembangnya demokrasi. Dalam menjaga tradisi 
dakwah politik yang berorientasi pada kemaslahatan umat 
tersebut, maka perlu kiranya pendekatan manajemen dakwah, 
baik fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan 
pengendalian. 
Kata Kunci: Dakwah politik, manajemen dakwah, kemasla-
hatan umat 
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Pendahuluan 
Sebagai produk budaya, dakwah tidak terlepas dari dunia politik. 

Setidaknya, ada tiga paradigma terkait hubungan dakwah dan politik, 
yakni paradigma simbiotik, integralistik, dan instrumentalistik. Para-
digma simbiotik memandang bahwa dakwah dan politik saling 
memerlukan secara timbal balik. Dalam hal ini, dakwah memerlukan 
politik, karena dengan politik, dakwah dapat berkembang. Inilah yang 
disebut dengan ”berdakwah dengan politik”. Sebaliknya, politik me-
merlukan dakwah, karena dengan dakwah, politik dapat jadi digdaya 
dalam bingkai etika dan moral. Inilah yang dikatakan ”berpolitik 
dengan dakwah”. Lalu paradigma integralistik memandang adanya in-
tegrasi antara dakwah dan politik. Wilayah dakwah meliputi juga 
politik. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, politik merupakan 
lembaga dakwah. Selanjutnya, paradigma instrumentalistik adalah 
paradigma yang memposisikan politik sebagai instrumen atau alat bagi 
pengembangan dakwah. 

Namun secara kritis, ”berdakwah melalui politik” berbeda dengan 
”berpolitik melalui dakwah”. Menurut F Adi Kusumo (2104, hlm.1), 
unsur utama frasa ini adalah ”berdakwah”. Dalam konteks ini, dakwah 
berada dalam bingkai idealisme, yakni menyebarkan kebaikan ajaran 
agama. Jika dakwah dilakukan melalui politik, maka orientasinya 
adalah berbagai keuntungan dan kebaikan untuk masyarakat dan 
mendapat ridha Tuhan. Jika seseorang berdakwah melalui politik lalu 
memperoleh jabatan dan kekuasaan tertentu, maka hal ini adalah ama-
nah dan semata-mata untuk memperluas kawasan dakwah. Jabatan dan 
kekuasaan dipahami sebagai pemberian Tuhan dan bukan hasil dari 
sebuah kontrak politik dan berbagai bentuk kesepakatan lainnya.  

Sedangkan frasa kedua, yakni ”berpolitik melalui dakwah”, aspek 
politik lebih diutamakan dibanding dengan aspek dakwah.  Seseorang 
yang melancarkan gerakan ”berpolitik melalui dakwah” kerap kali 
menggunakan berbagai atribut dakwah dalam melakukan lobi-lobi 
politik. Di sini kekuasaan politik menjadi tujuan utama berdakwah. 
Akibatnya, kebijakan dan arah perjuangannya dapat tiba-tiba berubah 
sesuai dengan dinamika politik yang ada agar cita-cita politik yang 
bersangkutan dapat berada di lingkaran kekuasaan, mendapat simpati 
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masyarakat, termasuk hal lain yang mengokohkan kepentingan politik-
nya dengan kendaraan dakwah. Biasanya alasan klasik yang diberikan 
dan seringkali diumbar dan diobral secara murah adalah dengan masuk 
ke dalam pusat kekuasaan politik kenegaraan baik legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif, maka ekspansi dakwah kian luas dan mudah dilakukan 
(Kusumo, 2104, hlm.1). Inilah sebenarnya yang disebut ”politisasi 
dakwah”. 

Atribut dakwah dalam frasa ”berpolitik melalui dakwah” diguna-
kan agar menjadi lebih menarik dan lebih bisa dijual serta lebih diper-
caya masyarakat dengan tujuan memperoleh materi, kekuasaan, dan 
sesuatu yang diperoleh melalui praktik transaksi politik yang berdi-
mensi duniawi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Penjelasan 
seperti ini bisa dipahami dalam konteks pernyataan bahwa ”politik 
adalah politik” (Crick, 1964, hlm.4). Begitu juga Harold Lasswell 
dalam, Politics: Who Gets Whats, When, How, (1958), sesuai judul bu-
ku ini, ia menulis politik adalah “siapa memberi apa, kapan, dan bagai-
mana”. Padahal politik secara generik berasal dari bahasa Yunani ”po-
lis” yang berarti kota dan dibatasi pada kajian negara dan mempunyai 
makna yang beragam.  

Namun, politik dalam tulisan ini sependapat dengan perkataan 
Aristoteles dalam The Ethics, (1953, hlm. 44), yaitu “sesuatu yang 
memiliki kebaikan tertinggi”. Tulisan ini memperkuat pandangan 
sementara ahli tentang hubungan simbiotik antara dakwah dan politik 
yang diharapkan dapat bersinergi. Oleh karena itu dalam tulisan ini 
tidak dipertentangkan dinamika dakwah dan dinamika politik dalam 
kehidupan kontemporer di Indonesia. Secara teoritis, dakwah dalam 
tulisan ini dianggap sebagai gerakan sosial (social movement). Ralp 
Turner dan Lewis Killian dalam Collective Behavior (1957) membagi 
gerakan sosial menjadi tiga.  

Pertama, value-oriented movement atau gerakan berorientasi nilai. 
Menurut Asroni, Yusuf, dan Sofia (2013, hlm.30), kategori ini diciri-
kan dengan komitmen para anggotanya kepada suatu prinsip yang 
menolak segala bentuk kompromi demi satu tujuan yang dicita-
citakan. Kedua, gerakan yang berorientasi pada kekuasaan atau power-
oriented movement yang tujuan utamanya adalah mendapatkan kekua-
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saan, status, dan pengakuan bagi para anggota gerakan itu sendiri. 
Ketiga, gerakan yang berorientasi pada partisipasi atau participation-
oriented movement.  

Kategori ketiga ini hanya menyuarakan adanya kekurangan dalam 
masyarakat, baik sarana dan prasarana, infrastruktur dan suprastruktur, 
rohani dan jasmani. Namun kelompok ini tidak berusaha aktif menu-
tupi kekurangan yang ada tersebut. Hubungan dakwah dan politik 
dalam tulisan ditatap dengan model gerakan sosial kategori pertama, 
yakni value-oriented movement atau gerakan berorientasi nilai yang 
dikembangkan teori Ralp Turner dan Lewis Killian tersebut. Oleh 
karena itu, dalam pembahasan ini akan diungkapkan nilai-nilai atau 
prinsip-prinsip dakwah dan nilai-nilai atau prinsip-prinsip politik 
dalam Islam. 

Setelah mendapatkan titik temu hubungan antara dakwah dan 
politik dengan melakukan analisa mengenai prinsip-prinsip dakwah 
dan prinsip-prinsip politik dalam al-Qur’an dan al-hadits, tulisan ini 
beruapaya meletakkan dakwah dalam perspektif manajemen dakwah. 
Artinya dakwah sebagai gerakan sosial (social movement) di mana 
dakwah dan politik memiliki hubungan secara simbiotik dan dianggap 
bisa bersinergi dipandang oleh para pemikir dan pelaku dakwah 
dengan empat aspek dalam manajemen dakwah, yakni perencanaan 
dakwah atau al-takhthith, pengorganisasian dakwah atau al-tanzhim, 
pergerakan dakwah atau al-tawjih, dan pengendalian dan evaluasi 
dakwah atau al-riqabah (Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi (2009, 
hlm. xx-xxi). Dengan merujuk praksis dakwah politik dalam sejarah, 
secara konsepsional-filosofis dan praktik implementatif, muara tulisan 
ini adalah adanya hubungan simbiosis antara dakwah dan politik dan 
keduanya tidak lagi dipandang secara diameteral dan terbelah. Namun, 
kedua kata itu, yakni dakwah dan politik, penulis satukan menjadi 
dakwah politik. 
 
Pengertian Dakwah Politik 

Dakwah politik atau da’wah siyasiyyah adalah gerakan dakwah 
yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan. Aktifis dakwah ber-
gerak mendakwahkan ajaran Islam supaya Islam dijadikan ideologi 
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negara. Atau paling tidak setiap kebijakan pemerintah selalu diwarnai 
dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga ajaran Islam melandasi kehidu-
pan politik bangsa. Negara dipandang pula sebagai alat dakwah yang 
paling strategis (Saputra, 2011, hlm. 4). Menurut Kurdi Mustofa 
(2012, hlm. 65) berdakwah melalui kekuasaan adalah salah satu cara 
dakwah yang efektif dan sistematis. Dikatakan sistematis karena dalam 
birokratis budaya paternalistik masih kental. Siapa pemimpinnya, 
maka dia yang akan dijadikan model. Semua tingkah lakunya mengha-
ruskan orang lain untuk mengikutinya. 

Dakwah politik sesungguhnya adalah aktivitas Islam yang ber-
usaha mewujudkan bangsa dan negara yang berdasarkan atas ajaran 
Islam. Para pelaku politik menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. 
Penegakan ajaran Islam menjadi tanggung jawab negara dan pemerin-
tah. Dalam perspektif dakwah politik, negara adalah instrumen yang 
paling penting dalam aktivitas mewujudkan negara adil makmur 
berdasarkan ajaran Islam (Saputra, 2011, hlm.4). Dengan kata lain, 
dakwah politik adalah ajakan untuk mengkampanyekan ajaran Islam 
secara teoritik dan praktik melalui jalur politik. Sedangkan sebaliknya, 
politik dakwah, menurut Andi Rosa (2014, hlm. 70) adalah strategi 
dalam melaksanakan dakwah lewat politik.  
 
Prinsip-Prinsip Dakwah Politik 

Muhammad Sayyid al-Wakil (2002, hlm. 107-132), menulis mi-
nimal ada sepuluh prinsip dakwah. Pertama, meyakini kebenaran apa 
yang didakwahkan. Kedua, memberi keteladanan yang baik. Ketiga, 
konsisten dalam berdakwah. Keempat, berlaku santun, baik perkataan 
dan perbuatan. Kelima, senantiasa bersabar pada dinamika masyarakat. 
Keenam, senantiasa rendah hati dan mengakui persamaan universal 
manusia. Ketujuh, mengambil seperlunya saja dari dunia. Kedelapan, 
tekun dan konsisten beribadah. Kesembilan, tanpa pamrih. Kesepuluh, 
tanggap terhadap kondisi sosiologis dan psikologis masyarakat.  

Sedangkan Jum’ah Amin Abdul Aziz, seperti dikutip Moh Ali 
Aziz (2015, hlm. 175-189) menulis prinsip dakwah antara lain: Per-
tama, memberi keteladanan sebelum berdakwah. Kedua, mengenalkan 
sebelum memberi beban. Ketiga, memudahkan bukan membuat susah. 
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Keempat, membesarkan hati sebelum memberi ancaman. Semua prin-
sip-prinsip dakwah ini dapat dirujuk dalilnya dalam al-Qur’an dan al-
Hadits. Penulis menambahkan, prinsip kebebasan juga bagian dari 
prinsip dakwah. 

Sedangkan dalam al-Qur’an dan al-Hadits, terdapat sejumlah 
prinsip-prinsip politik, ada empat prinsip dalam dakwah politik. Se-
orang Da’i harus memegang teguh prinsip tersebut dan meyakini 
kebenaran apa yang didakwahkannya kepada masyarakat. Empat prin-
sip tersebut adalah sebagai berikut; 

Pertama, musyawarah. Secara sosio-historis, praktik musyawarah 
telah dikenal pada masa Arab Islam, bahkan pra-Islam, sebagaimana 
terbukti dalam rujukan-rujukan bahasa Arab dan yang juga ditemukan 
dalam inskripsi-inskripsi kuno di Arabia Selatan (Artani Hasbi, 2001, 
hlm. 20). Dalam surat (Ali Imran (3):159), dijelaskan  

”Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah-
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 
kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu 
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya”.  

 
Ayat tersebut sering dianggap sebagai dasar tuntutan kepada para 

penguasa untuk melakukan musyawarah, (Bernard Lewis, 1982, hlm. 
774-782). Sedangkan dalam surat (al-Syura (42): 38), menjelaskan;  

”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputus-
kan) dengan musyawarah antara mereka; dan menafkahkan seba-
gian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka”. 

 
Dalam konteks prinsip-prinsip dakwah, sudah barang tentu mu-

syawah ini memerlukan keteladanan secara praksis. Menurut Muham-
mad Asad (1999, hlm. 55), ayat ke-159 surat Ali Imran di atas terkait 
perang Uhud. Para sahabat memberi pendapat supaya Nabi keluar 
menentang orang-orang Quraiys di luar Madinah, dan Nabi meng-
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ikuti. Tapi ternyata, setelah peperangan usai strategi yang benar adalah 
yang Nabi kemukakan, bukan hasil musyawarah dengan para sahabat. 
Tapi ayat ini turun dalam rangka mempertegas keharusan untuk mela-
kukan musyawarah dalam semua masalah yang harus dimusyawa-
rahkan, kendati harus berbeda dengan Nabi sekalipun. Jadi, kata 
Muhammad Asad dengan mengutip Daniel W. Brown (2004, hlm. 
51), kian jelas bahwa musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar 
politik Islam. Kendati, dalam pelaksanaanya harus dikomunikasikan 
secara santun, sesuai prinsip dakwah. 

Sedangkan surat al-Syura (42), hlm. 38), menurut Dhiauddin 
Rais (tt, hlm. 334), disebutkan bahwa Allah menerangkan tentang 
sifat-sifat yang membedakan orang mukmin dengan yang lainnya. 
Orang mukmin salah satu ciri khasnya adalah bermusyawarah dengan 
yang lainnya. Musyawarah disebutkan setelah perintah salat dan 
sebelum zakat menunjukkan betapa pentingnya musyawarah. Sebab 
turunnya ayat ini, lanjut Dhiauddin Rais, adalah karena masalah 
khusus, yaitu untuk memuji kaum Anshar yang mengikuti sunnah 
untuk bermusyawarah. Tapi hukum yang dapat diambil dari ayat ini 
bersifat umum dan meliputi seluruh umat.  

Perintah musyawarah sebenarnya sejalan dengan pandangan al-
Qur’an sendiri bahwa manusia mempunyai potensi untuk bersatu dan 
disatukan dalam mencapai kebenaran. Al-Qur’an menggambarkan 
potensi manusia untuk bersatu atau berserikat tersebut sebagai berikut: 
”Manusia itu adalah umat yang satu”. (Q.S. al-Baqarah (2):213).  

”Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara 
kamu” (Q.S. Hujurat:13).  

 
Dan mengenai potensi manusia untuk berserikat dan berkumpul, 

Allah menjelaskannya sebagai berikut:  
”Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-mu-
suhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu lalu menjadikan 
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kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara” (Q.S. Ali 
Imran (3):103).  

 
Di samping musyawarah, prinsip dasar politik Islam juga tampak 

dalam eksistensi sosiologis dan politis manusia di bumi, secara 
berturut-turut al-Qur’an mengemukakan: ”Ingatlah ketika Tuhanmu 
berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi” (Q.S. al-Baqarah (2):30).  

”Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara 
kamu dan mengerjakan amal shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh 
akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah 
menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sung-
guh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-
Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan 
mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman 
sentosa”. (Q.S. al-Nur/24:55). 

 
Dalam sejumlah sunnah yang berbentuk praktik operasional ba-

nyak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Rasulullah selalu 
bermusyawarah bersama para sahabat. Rasulullah tidak senang bersi-
keras dengan pendapatnya sendiri. (Ibn Taimiyah, 1969, hlm. 169). 
Misalnya dalam sebuah hadits Nabi saw bersabda: ”Minta bantuanlah 
dalam menyelesaikan permasalahan kalian melalui musyawarah”. 
”Sebuah kaum yang bermusyawarah pasti akan mendapatkan petunjuk 
yang memberi jalan menyelesaikan permasalahannya” (Rais, tt, hlm. 
334-335). Begitu pula pernyataan Nabi dalam sebuah hadits yang 
diriwayatkan Bukhari: ”Tidak akan menyesal orang yang bermusya-
warah dan tidak merugi orang yang beristikharah” (al-Qurtubi, 1937, 
Juz 4, hlm. 251).  

Kedua, keadilan. Ini adalah salah satu prinsip politik yang sangat 
beririsan dengan prinsip dakwah di atas, baik yang dikemukakan oleh 
Muhammad Sayyid al-Wakil maupun Jum’ah Amin Abdul Aziz. 
Keadilan adalah tujuan umum atau tujuan akhir politik Islam (Rais, tt, 
hlm. 325) dan juga tentu dakwah Islamiyah. Bahkan secara sosio-
historis, bangsa-bangsa sebelum Islam, yakni orang-orang Kristen Ro-
mawi dan Yunani telah mempraktikkan keadilan dengan cara mereka 
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masing-masing dan dengan batasan yang mereka tentukan sendiri 
(Athabarah, tt, hlm. 290).  

Berbeda dengan mereka, batasan dan perintah melaksanakan 
keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur’an. Ayat-ayat 
al-Qur’an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan 
keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan, termasuk sejumlah 
hadits Nabi yang menerangkan pentingnya menjalankan keadilan 
dalam pemerintahan Islam. Keadilan dalam perspektif al-Qur’an dan 
Hadits berbeda secara diameteral dengan prinsip-prinsip orang-orang 
Yunani dan Romawi (Thaib, 1990, hlm. 63). 

Mengenai prinsip keadilan yang dijadikan dasar utama politik 
Islam, al-Qur’an memberi informasi:  

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah ke-
pada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (Q.S. An-
Nisa’ (4):58). 

 
Menurut al-Thabari (tt, hlm. 86), ayat 58 surat An-Nisa adalah 

seruan dari Tuhan kepada orang yang mengurus kekuasaan kaum 
muslimin agar melaksanakan amanat kepada yang memberi tanggung 
jawab, yakni rakyat, baik terkait hak maupun kewajiban. Hal itu bisa 
diraih dengan cara menegakkan keadilan di antara mereka dalam segala 
hal. Ayat yang relevan dengan ayat 58 surat An-Nisa di atas, misalnya 
terdapat dalam surat An-Nisa (4(:135),:  

”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun ter-
hadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia 
terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasla-
hatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena 
ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalik-
kan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. 

 
Tentang pentingnya menegakkan keadilan sebagai prinsip dasar 

pemerintahan Islam dan pembinaan masyarakat dalam hadits riwayat 
Muslim, Nabi saw menyatakan: ”Sesungguhnya orang-orang yang 
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sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat 
mencuri mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang lemah 
mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi Allah seandainya 
Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong 
tangannya” (Muslim, tt, hlm. 19973). 

Berdasarkan ayat dan riwayat serta pendapat ulama di atas, maka 
kian jelas bahwa keadilan secara umum adalah melaksanakan hukum 
Tuhan. Spektrum keadilan meliputi makna umum dan makna khusus. 
Keadilan mengandung makna memberikan keseimbangan, mencip-
takan persamaan, dan mengakui hak-hak pribadi. Penegakan keadilan 
terkait juga dengan keadilan dalam hukum, dalam keuangan, dan 
keadilan dalam penegakan hak asasi manusia, termasuk keadilan dalam 
pembangunan dan kalangan minoritas. Bila semua bentuk keadilan ini 
diabaikan, maka yang terjadi adalah munculnya penindasan dan kela-
liman, dan pada ujungnya nanti akan membentuk masyarakat berkelas 
(Asad, 1999, hlm. 21). 

Ketiga, persamaan. Persamaan atau equality adalah doktrin Islam 
yang sangat mendasar yang dikemukakan dalam al-Qur’an dan Hadits. 
Kedua nash ini tidak membedakan siapapun dalam mentaati peraturan 
undang-undang, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Prinsip ini 
sejalan dengan prinsip dakwah yang menekankan manusia untuk se-
nantiasa rendah hati dan mengakui persamaan universal manusia. 
Dengan demikian, antara pemimpin, para penguasa serta rakyat jelata 
mempunyai kedudukan yang sama, tidak memiliki perbedaan di muka 
hukum (Hasbi, 2001, hlm. 35). Jadi, dalam konteks ini, dalam Islam 
persamaan maknanya begitu dekat dengan keadilan dalam bidang 
pemerintahan. Asas filosofis persamaan pada dasarnya meliputi tiga 
hal, yakni bahwa semua manusia sama, semua manusia mempunyai 
hak untuk diperlakukan secara sama, dan semua manusia diciptakan 
sama oleh Tuhan. 

Untuk bisa memperaktikkan prinsip persamaan dalam kehidu-
pan, menurut Muhammad Asad (1999, hlm. 30), harus dipahami 
bahwa sumber persamaan itu adalah persaudaraan dan persatuan. Ka-
rena tujuan terpenting dari negara Islam adalah menyediakan kerangka 
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politik untuk mencapai persatuan dan kerjasama. Dalam hubungan ini 
al-Qur’an menyatakan: 

”Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah ke-
padamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan, 
maka Allah menjinakkan antara hatimu lalu menjadikan kamu 
karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara” (Q.S. Ali 
Imran:103).  

 
”Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 
damaikanlah antara keduanya dan bertawakallah kepada Allah 
supaya kamu mendapat rahmat” (Q.S. al-Hujurat/49:10). 

 
Prinsip yang harus dipegang teguh agar persamaan itu tetap utuh 

adalah bahwa manusia hendaknya tidak berbangga dengan nasab atau 
keturunannya, karena manusia pada dasarnya adalah satu dan sama, 
sebagaimana yang al-Qur’an kemukakan:  

”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan istrimu; dan daripada keduanya Allah memperkem-
bangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” (Q.S. An-
Nisaa:1).  

 
”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal” 
(Q.S.al-Hujurat:13). 

 
Secara praksis, pentingnya melaksanakan prinsip persamaan da-

lam Islam bagi setiap manusia secara pribadi maupun kelompok adalah 
agar masing-masing mau saling menghargai, bekerjsama demi terca-
painya tujuan hidup yang lebih luas, bermartabat sehingga senantiasa 
menimbulkan tercapainya perbaikan dan kebaikan serta tujuan 
bernegara dan berbangsa. Mislanya, dalam bidang politik, prinsip per-
samaan membawa konsekuensi bahwa semua warga negara mempunyai 
hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. 
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Keempat, kebebasan. Prinsip kebebasan mutlak perlu dikem-
bangkan dan dijamin pelaksanaannya untuk terjaminnya keutuhan 
masyarakat yang heterogen dan plural. (al-Syahrastani, 1951, hlm. 81). 
Kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan 
beragama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, 
kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan 
bergerak, kebebasan dari penganiayaan, dan kebebasan berserikat dan 
berkumpul (Nasution dan Effendy, 1987, hlm. xi). Selain itu, kebe-
basan manusia juga terjadi ketika ia lepas dari pengaruh atau kekangan 
materi. Bila sudah demikian, manusia akan dengan mudah menggu-
nakan kebebasannya seperti kebebasan beribadah atau beragama, 
kebebasan berpikir dan berpendapat, dan sebagainya (Ridwan., 1982, 
hlm. 251). 

Kebebasan beragama bersandar pada prinsip kebebasan menen-
tukan pilihan bagi seseorang dan tanggungjawabnya di hadapan Allah 
yang bersifat individual dan secara langsung, termasuk pula perte-
muannya dengan Allah di akhirat dilakukan secara individual 
(Mubarak, 1984, hlm. 80). Mengenai kebebasan beragama, al-Qur’an 
mengatakan:  

”Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah”. (Q.S. al-
Baqarah: 256).  

 
Dalam sejarah pemerintahan Islam pada masa nabi kebebasan 

beragama dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat, kendati jumlah 
mereka waktu itu minoritas. 

Mengenai kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari 
kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan 
pendapat, al-Qur’an memberikan arahan dalam sejumlah ayat, yakni:  

”Jika kamu berlainan pendapat tentang suatu maka kembaikan ia 
kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah)”. (Q.S. An-
Nisa’:59). ”Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat 
yang menyeru pada kebajikan, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah 
dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. 
Ali Imran:104).  
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Keberanian untuk menyatakan kebenaran dan pendapat yang 
dianggap benar sudah dipraktikkan dalam sejarah pemerintahan Islam, 
misalnya, pada masa Abu Bakar dan Umar (Bakri, tt, hlm. 126-128). 

Memang secara luas dakwah adalah membongkar perbudakan, 
tirani, dan semua praktik yang mengekang kebebasan berpendapat di 
muka umum untuk terjaminnya keutuhan masyarakat yang heterogen 
dan plural. Tentu, dalam pelaksanaanya, kebebasan ini juga harus dila-
kukan secara konsisten dan penuh kesabaran. 
 
Manajemen Dakwah Politik  

Manajemen dalam pengertian umum adalah proses yang khas 
terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelak-
sanaan dan pengawasan (Yuliyatun, 2016, hlm. 49). Meminjam pe-
ngertian Hasanuddin (2005, hlm. 68), manajemen dakwah politik 
dapat dipahami sebagai ilmu dan seni mengelola kegiatan dakwah 
melalui politik dengan cara memberdayakan pelaku dakwah demi 
tercapainya tujuan dakwah pada ranah kekuasaan. Menurut M. 
Manulang (1981, hlm. 15), manajemen juga diartikan sebagai sebuah 
proses. Artinya proses penyampaian pesan dakwah melalui politik yang 
terus menerus berlangsung dalam waktu tertentu. Dalam konteks ini, 
politik yang berimplikasi pada kekuasaan menjadi bidang garapan 
dakwah yang harus dikelola dengan baik. Apalagi di negeri kita, 
peluang untuk berdakwah melalui jalan politik itu terbuka luas, 
terlebih era pasca rejim Orde Baru. 

Hanya saja, kekuasaan yang dimaksud tidak sebatas kekuasaan 
politik dan birokrasi sebab kekuasan banyak macamnya, tidak hanya 
dalam pemerintahan. Namun bisa juga kekuasaan dalam ruang lingkup 
yang lebih kecil. Bisa dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. 
Bahkan kekuasaan bisa jadi adalah sebuah perusahaan di mana ber-
dakwah kepada top leader pada sebuah perusahaan memiliki pengaruh 
positif yang sangat besar bagi bawahan (Mustofa, 2012, hlm. 65 & 
68). Jadi menjadikan Islam sebagai landasan nilai bagi kekuasaan 
memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengen-
dalian. Tentu berdakwah di lingkuangan birokrasi dan pemerintahan 
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mempunyai tantangan yang tidak mudah. Namun ini menjadi kewaji-
ban para pengemban dakwah yang memilih berdakwah melalui politik.  

M. Natsir (1958, hlm. 157) mewajibkan setiap umat Islam untuk 
berpolitik sebagai sarana dakwah. Bagi M. Natsir, seorang muslim 
tidak dapat melepaskan diri dari politik, karena memang muslim juga 
makhluk politik. Sebagai makhluk politik, menegakkan Islam tidak 
dapat melepaskan diri dari menegakkan masyarakat. Jadi, dakwah dan 
politik bukan untuk dipertentangkan namun sedapat mungkin dikelola 
dan diatur serta direncanakan sehingga menimbulkan kebaikan bagi 
masyarakat. Inilah ungkapan M. Natsir (1993, hlm. 157) yang sangat 
terkenal, ”kalau dulu kita berdakwah lewat politik, sekarang kita ber-
politik lewat dakwah”.  

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa M Natsir tidak mau 
membenturkan dakwah dan politik. Baginya ”berdakwah lewat politik” 
atau dakwah politik dan ”berpolitik lewat dakwah” atau politik dak-
wah, bukan sebuah persoalan yang perlu dianggap berbeda. 

Sebab dakwah politik adalah ajakan mengembalikan tata cara 
mengurus dan mengatur masyarakat untuk memahami persoalan Islam 
dan kemasyarakatan secara seimbang dan saling menguntungkan. 
Apalagi paham simbiosisme dakwah dan politik memberi tempat bagi 
demokrasi, walaupun dalam keterbatasan. Artinya, dengan suatu pe-
rencanaan dakwah dan politik dapat berjalan beriringan untuk tegak-
nya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keteraturan 
agama sangat tergantung pada keteraturan politik, begitu pula ber-
jalannya pemerintahan sangat tergantung pada dakwah yang mengajak 
kepada kebaikan bersama. Sekali lagi, yang dibutuhkan adalah mana-
jemen dakwah dan politik atau manajemen dakwah politik. Menurut 
Yuliyatun (2016, hlm. 48), istilah ini secara umum memuat makna 
pengelolaan kegiatan dakwah politik secara sistematik. 
 
Dakwah Politik dalam Sejarah 

Dalam sejarah praksis dakwah melalui jalan politik telah dilaku-
kan oleh Imam al-Ghazali. Perlu dipertegas bahwa ide dasar dakwah 
politik al-Ghazali terhadap para penguasa adalah penegasan tentang 
adanya hubungan antara konsepsi metafisika terhadap dunia dengan 
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sanksi-sanksinya yang bersifat etik (Lambton, 1954, hlm. 48-49). De-
ngan tegas, kepada Sultan Saljuk yakni Muhammad Ibn Maliksyah, al-
Ghazali menyatakan bahwa seorang penguasa harus memiliki akidah 
dan keimanan yang teguh. 

Menurut al-Ghazali Allah telah memberikan nikmat kepada Mu-
hammad Ibn Maliksyah. Ia telah menanamkan benih keimanan ke 
lubuk hatinya yang paling dalam. Ia menitipkan benih itu di relung 
hati Muhammad Ibn Maliksyah agar tumbuh subur. Ia menyuruhnya 
menyiraminya dengan air kepatuhan supaya benih itu tumbuh menjadi 
sebatang pohon yang akarnya mencapai bumi, sedangkan cabangnya 
menjulang tinggi ke langit. Jika akarnya tidak kuat oleh iman dan 
cabangnya tidak sempurna, pohon itu segera diterpa angin kematian 
atau kerusakan. Akhirnya akar itu tercabut dan pohonnya roboh. Jika 
demikian, ia akan mati tanpa iman dan menghadap hadirat Tuhan 
tanpa membawa kebajikan (al-Ghazali, 1988, hlm. 6). 

Untuk memperoleh akidah dan keimanan yang kuat, al-Ghazali 
memberikan informasi, yakni bahwa Muhammad Ibn Maliksyah harus 
melakukan sebuah olah-ibadah yang ketat, mirip ibadah kaum sufi. 
Seperti diungkap Margaret Malamud (1994, hlm. 427-442) dan 
Lambton (1995, hlm. 19-36), Nashīhat al-Mulūk yang ditujukan 
kepada Muhammad Ibn Maliksyah berkecenderungan sufistik.  

Untuk mencapai hal itu, al-Ghazali menyatakan kepada Muham-
mad Ibn Maliksyah bahwa ia bisa melakukannya dengan meluangkan 
hari tertentu dalam seminggu, khusus untuk beribadah kepada Allah 
dan melakukan amal akhirat. Itulah jumat, sebagai hari raya umat 
Islam. Pada hari itu terdapat saat mulia. Kata al-Ghazali, barang siapa 
yang bermohon kepada Allah pada jam itu dengan niat tulus dan di 
tempat suci, Allah akan memenuhi permintaannya. Menurutnya, hal 
ini seperti seorang raja yang memiliki seorang hamba sahaya yang oleh 
rajanya disuruh meluangkan hari khusus dalam seminggu untuk 
berkhidmat kepada sang raja, agar ia dapat menyempurnakan kekura-
ngannya dalam enam hari lainnya. Tapi ia membangkang perintah raja 
itu. Tentu sang raja akan marah. Padahal ia bukan “hamba” dalam arti 
sesungguhnya. Ia hanya hamba dalam arti metaforis. Sementara Ba-
ginda sendiri adalah hamba Allah yang sesungguhnya.  



Dakwah Politik dalam Paradigma Simbolik 

Jurnal Komunikasi Islam | Volume 09, Nomor 01, Juni 2019 | 73 

Secara praktis, al-Ghazali meminta Muhammad Ibn Maliksyah 
untuk menempuh laku spiritual. Misalnya, pada pada malam Jumat 
hendaknya berniat puasa. Lebih baik lagi jika di hari Kamis itu juga 
berpuasa, lalu Bangun pagi-pagi di hari jumat itu, dan langsung mandi. 
Setelah itu mengenakan pakaian dengan tiga kriteria, yaitu pakaian 
yang halal, bukan dari bahan sutera, tapi dapat digunakan untuk 
shalat. Pada musim panas, kenakan pakaian dabiqi, qushb, katun dan 
tauziri. Sedangkan pada musim dingin, al-Ghazali meminta Muham-
mad Ibn Maliksyah untuk mengenakan pakaian dari bahan sutera dan 
bulu halus asal Romawi. Selain itu, Muhammad Ibn Maliksyah harus 
shalat Subuh berjamaah dan terus-menerus berzikir (Al-Ghazali, 1988, 
hlm. 7-8).  

Menurut Lambton (1954, hlm. 48), bila dianalisa Nashīhat al-
Mulūk karya al-Ghazali yang menekankan sikap baik yang harus di-
miliki penguasa dan menjadi panduan praktis bagi pemerintahan, 
sebelum al-Ghazali ditemukan dalam Siyasat-Nama, karya Nizam al-
Muluk. Dan sesudah al-Ghzazali, karya seperti ini nantinya akan 
ditemukan dalam Mirsad al-Ibād karya al-Razi (w. 1256) dan Zakhirat 
al-Mulūk karya al-Hamadani (w. 1385). Inilah yang disebut Antony 
Black sebagai karya-karya genre “Nashīhat al-Mulūk” atau 
Fűrstenspiegel dalam istilah Carole Hillenbrand (1988, hlm. 91), di 
mana diungkapkan bahwa ciri khas penguasanya terletak dalam keta-
atan melaksanakan hukum Tuhan.  

Selain yang telah disampaikan di atas, secara lebih luas, al-Ghazali 
mengkritik Muhammad Ibn Maliksyah untuk: Pertama, menyucikan 
diri, karena menurut al-Ghazali Allah Maha Suci. Letak kesucian Allah 
adalah bahwa Ia tak mengambil tempat, terlepas dari kayf (kualitas), 
dan dari pertanyaan: kenapa dan berapa? Ia tidak menyerupai sesuatu, 
dan tiada sesuatu pun menyerupai-Nya. Apa yang tergambar di angan, 
hayal, dan pikiran semuanya ilusi belaka. Allah Maha Suci dari semua 
itu. Sebab gambaran dan hayalan termasuk sifat mahkluk. Sedang Ia 
penciptanya, Ia mesti tidak bersifat demikian. Ia tak berada di dalam 
atau di atas tempat, karena tempat (mahall) tidak dapat mengatasinya. 
Segala yang ada di jagat raya berada di bawah naungan singgasana atau 
‘arsy-Nya. Sedang‘arsy-Nya berada di bawah kekuasaan-Nya dan tun-
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duk kepada-Nya. Ia tak bermula. Wujudnya sebelum ‘arsy, dan Maha 
Suci dari tempat (Antony Black, 2001, hlm. 109).  

Kedua, al-Ghazali meminta Muhammad Ibn Maliksyah untuk 
membandingkan kekuasaannya yang bersifat sementara dan fana de-
ngan kekuasaan Allah. Menurut al-Ghazali Allah Maha kuasa atas 
segala sesuatu. Kerajaan dan kekuasaan-Nya sangat sempurna. Tak ada 
kekurangan dan keterbatasan. Apa yang sudah maupun yang akan di-
kehendaki, pasti terjadi. Tujuh langit dan bumi, kursi dan‘arsy, semua 
berada di bawah kekuasaan dan kehendak-Nya. Ia adalah Raja Diraja; 
tiada kerajaan selain kerajaan-Nya (Al-Ghazali, 1988, hlm. 10). Ken-
dati al-Ghazali kerap memanggil Muhammad Ibn Maliksyah sebagai 
“Sultan bagi seluruh Dunia dan Raja di Timur dan Barat” (F. R. C. 
Bagley, 1964, hlm. xvi-xviii), itu hanya pernyataan metaforis, kekua-
saan Muhammad Ibn Maliksyah sangat temporer dan serba-nisbi. 
Muhammad Ibn Maliksyah sendiri diketahui dalam sejarah men-
dapatkan kekuasaan dengan cara kekerasan dan pertumpahan darah 
(Sou’yb, 1978, hlm. 84). 

Ketiga, tentang ilmu dan kehendak Allah. Al-Ghazali menan-
daskan kepada Muhammad Ibn Maliksyah agar memahami hakikat 
ilmu dan kehendak Allah. Dalam pandangan al-Ghazali Ilmu Allah 
meliputi segala yang ada. Tak ada sesuatu pun, di langit dan bumi, 
yang terlepas dari jangkauan ilmu-Nya. Sebab segala sesuatu lahir dan 
tercipta lantaran ilmu, kehendak dan kekuasaan-Nya. Ia mengetahui 
jumlah pasir di gurun dan tetes air hujan. Dedaunan, niat jahat ter-
sembunyi, tiupan angin, udara dan cuaca serta bintang-bintang di 
langit, semua tak terlepas dari ilmu dan pengetahuan-Nya. Begitu juga, 
segala terwujud karena kemauan dan kehendak-Nya. Semua tak 
terkecuali besar-kecil, sedikit-banyak, santai-lelah, sehat-sakit, terjadi 
dengan hukum, peraturan, kehendak dan kekuasaan-Nya. Sekiranya 
jin, manusia dan setan dikumpulkan, mereka tak akan mampu meng-
gerakkan, menghentikan, atau mengurangi dan menambahkan atom di 
jagat ini, kecuali ada kehendak, daya dan kekuatan dari Allah. Apa 
yang dikehendaki Allah akan terjadi. Kehendak Allah selalu pasti, tidak 
mengalami perubahan, baik yang sudah atau akan terjadi. Kehendak-
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Nya selalu tetap, berada dalam pengaturan dan perintah serta kendali-
Nya (Al-Ghazali, 1988, hlm. 10).  

Keempat, tentang pendengaran dan penglihatan Allah, kalam 
Allah, dan perbuatan Allah. Menurut al-Ghazali, di samping mengeta-
hui, Allah juga Maha Mendengar dan Melihat segala sesuatu. Dengan 
sekali pandang, Ia melihat jalannya semut hitam di tengah kegelapan 
malam. Di sisi lain, semua muslim mengaku percaya bahwa melihat 
Allah adalah puncak kebahagiaan manusia (Al-Ghazali, 1983, hlm. 
111). Suara ulat di perut bumi pun tak luput dari pandangan dan pen-
dengaran-Nya. Ia mendengar dan melihat bukan dengan telinga dan 
mata. Ilmu Allah bukan tercipta dari proses pemikiran. Perbuatan-Nya 
pun terjadi tanpa alat peraga dan persiapan. Ia berfirman kepada se-
suatu: “Jadilah”, sesuatu itu pun terjadi (Al-Ghazali, 1988, hlm. 11).  

Segala perintah Allah atas semua makhluk mesti terjadi. Apabila 
Ia menyampaikan berita tentang janji dan ancaman, itu benar adanya. 
Perintah Allah itu adalah firman-Nya. Di samping mengetahui, berke-
hendak, maha kuasa, mendengar dan melihat, Ia juga maha berfirman. 
Firman-Nya tanpa suara, bukan dengan lidah, mulut dan gigi. Kitab 
Suci, Al-Qur’an, Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab yang diturunkan 
kepada para Nabi, semua adalah firman-Nya. Firman ini sifat-Nya 
adalah qadim. Berbeda dari perkataan manusia yang berbentuk huruf 
dan suara. Kalam Ilahi tak berbentuk (Al-Ghazali, 1988, hlm. 11). 

Menurut al-Ghazali perbuatan Allah melingkupi segala sesuatu. 
Segala yang ada di jagat raya ini adalah efek positif perbuatan-Nya. Ke-
pada Muhammad Ibn Maliksyah, al-Ghazali menyatakan bahwa 
perbuatan Allah tidak ada satu pun yang sia-sia. Apa yang Dia cipta-
kan, berupa kelelahan, sakit, kekafiran, kelemahan atau kebodohan, 
tetap menunjukkan keadilan Tuhan. Sebab segala perbuatan-Nya tidak 
dapat di pandang zalim. Orang disebut zalim karena menggunakan hak 
milik orang lain, sedang Allah tidak pernah menggunakan dan 
melakukan itu, kecuali pada milik-Nya sendiri. Allah adalah pemilik 
tunggal. Segala yang sudah atau akan terjadi menjadi milik-Nya. Dia 
penguasa dan pemilik mutlak, tanpa ada yang menyerupai atau 
menyekutui-Nya. Tidak seorang dapat menghalangi dan membantah: 
“Kenapa dan bagaimana?” Ia pengambil ketetapan dan keputusan 
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untuk segala kelakuan-Nya. Tak seorang pun boleh membantah, 
melainkan harus tunduk dan memperhatikan ciptaan-Nya, serta me-

nerima keputusan-Nya (Al-Ghazali, 1988, hlm. 12).  
Kelima, tentang mengenal akhirat. Bisa dipahami tujuan al-Gha-

zali menyampaikan hal ini kepada Muhammad Ibn Maliksyah, agar ia 
mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan eksatologis (Siba-
waihi, 2001, hlm. 292). Secara tegas al-Ghazali menyatakan bahwa 
kiamat adalah hari perhitungan amal, hari pertanggungjawaban dan 
pembalasan. Pada hari itu manusia dibangkitkan kembali. Buku 
catatan pun digelar untuk memperlihatkan amal dan laku perbuatan 
umat manusia. Setiap orang melihat buku catatannya sehingga tahu 
perbuatannya. Buku itu menjadi saksi atas segala perbuatan manusia. 
Dari buku itu diketahui kadar kepatuhan dan kedurhakaan manusia 
bersangkutan. Pada hari itu pula, laku perbuatan manusia ditakar di 
timbangan amal (mizan al-‘amal). Selanjutnya setiap orang diperin-
tahkan melewati jembatan (al-shirath). Jembatan itu lebih kecil dari 
ujung rambut dan lebih tajam dari ujung pedang. Orang yang menem-
puh jalan lurus dan baik sewaktu di dunia akan menyebranginya 
dengan santai. Sedangkan orang yang tidak mengikuti jalan terpuji dan 
tidak melakukan amal shaleh, tetapi justru durhaka pada Allah serta 
mengikuti hawa nafsunya, ia akan tercebur ke dalam neraka jahanam. 
Setaip orang berhenti di jembatan itu dan ditanya tentang laku per-
buatannya. Orang jujur ditanya kejujurannya. Sedang orang munafik 
dan beribadah karena riya’ (pamer), akan terkena fitnah dan diperma-
lukan (Al-Ghazali, 1988, hlm. 12-13). 

Menurut al-Ghazali (1988, hlm. 13), sebagian ada yang masuk 
surga tanpa hisab. Ada yang dihisab dengan mudah dan yang lain di-
hisab dengan ketat. Sementara orang kafir digiring ke neraka jahanam. 
Sedangkan orang Islam yang patuh dipersilahkan masuk surga. Adapun 
orang Islam yang banyak melakukan dosa diceburkan ke neraka (al-
Ghazali, 1975, hlm 563-577), kecuali mendapat syafaat para nabi, 
ulama dan wali Allah. Adapun orang yang mendapatkan syafaat, akan 
disiksa sesuai perbuatan dan dosanya. Selanjutnya ia akan dinaikkan ke 
surga sekiranya iman menyelamatkannya. 
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Secara praktis, kritik dan saran yang disampaikan yang ditujukan 
al-Ghazali kepada Muhammad Ibn Maliksyah berujung kepada per-
baikan hubungan vertikal Muhammad Ibn Maliksyah dengan Tuhan 
dan hubungan horizontal antara dirinya dan masyarakat yang dipim-
pinnya. Hal ini tampak sangat jelas diuraikan al-Ghazali sebagai res-
pons terhadap sepak terjang Muhammad Ibn Maliksyah. Menurut al-
Ghazali, Muhammad Ibn Maliksyah harus menjalin komunikasi dalam 
dua jalur. Pertama, amal vertikal, hubungan antara Muhammad Ibn 
Maliksyah dengan Tuhan. Misalnya puasa, shalat, haji, menjauhkan 
minuman keras dan barang haram. Kedua, amal horizontal, perbuatan 
antara manusia. Misalnya, berbuat adil kepada rakyat dan mencegah 
tirani. Pada dasarnya, dalam hubungan vertikal itu Muhammad Ibn 
Maliksyah diminta untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi 
larangan-Nya. Sedangkan dalam hubungan horizontal, al-Ghazali ber-
harap Muhammad Ibn Maliksyah dapat meminta hak kepada rakyat. 
Begitu juga sebaliknya, jika orang lain jadi pemimpin dan Muhammad 
Ibn Maliksyah adalah seorang rakyat, tentu ia harus melakukan 
kewajiban dengan baik. Al-Ghazali meyakinkan Muhammad Ibn 
Maliksyah bahwa dalam hubungan vertical ia akan dengan mudah 
mendapatkan ampunan Tuhan. Tapi dalam hubungan horizontal, 
seperti penganiayaan terhadap sesama manusia, tak lepas dari tanggung 
jawabnya di hari kemudian. Bagi al-Ghazali hal ini sungguh meng-
khawatirkan. Tak semua raja terancam, kecuali yang bertindak tak 
jujur dan tak adil. Pertanggungjawaban ini ditegaskan agar diketahui 
betapa keadilan dan kejujuran menjadi soal dan tuntutan berat di hari 
kiamat (Al-Ghazali, 1988, hlm. 15).  

Saran dan kritik al-Ghazali di atas semakin mempertegas posisi al-
Ghazali sebagai seorang cendekiawan yang sangat menguasai persoalan-
persoalan politik dan mistik (Jonathan AC. Brown, 2006: 89). Oleh 
karena itu, Zainal Abidin Ahmad menyebut al-Ghazali “sufi-politikus”. 
Alasannya, al-Ghazali dianggap seorang yang senantiasa bersedia me-
nentang para penguasa yang zalim. Sebagai protes, ia bersedia 
meninggalkan jabatannya di istana kerajaan dan dengan keras ia melan-
carkan kritik dengan sejumlah karangan, secara lisan, maupun dalam 
bentuk surat yang ditujukan langsung kepada para penguasa (Zainal 
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Abidin Ahmad, 1975, hlm. 138). Tak hanya mengkritik, al-Ghazali 
mempunyai sejumlah konsep terkait teori kenegaraan yang dinama-
kannya sebagai “negara moral” (Zainal Abidin Ahmad, 1975, hlm. 46). 
 
Simpulan 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa simbiosisme dak-
wah dan politik, pada level tertentu, memberi ruang bagi berkembang-
nya demokrasi. Pasalnya, dakwah politik dalam secara keislaman 
menekankan pada keseimbangan dan kemaslahatan rakyat. Secara his-
toris, Imam al-Ghazali telah menunjukkan paradigma simbiostik 
dakwah dan politik ini dalam pusat kekuasaan Bani Saljuk yang dipim-
pin oleh Muhammad Ibn Maliksyah.  

Lebih dari itu, dalam sejarah Islam yang ditunjukkan nabi, baik 
sebagai rasulullah maupun kepala negara, mempunyai misi yang sama, 
yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia.  
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